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Segala puji bag Allah SWT vang telah melimpahkan nikmat
dun mhmat-Nya serts memben petunjuk, sehingpn kami dapat
menyelesaikan penyusunan LKjIP | Laporan Kinerja  Instansi
Pemenntah) Tuhun 2024 dengan baik, sesual time sohedule atrig

direnvanskan.

Laporan kimera i merupakan bentuk akuntabilitas kKinerja dan pelaksanaan tueas
duany Tungss, antara Lun sehigai alat penilaian kinerja, wuud akuntabilitas pelaksanaun
tugas  dan funga Pengadilan Agama Watampone, wujuwld  transparansi  serta
petangiungiswaban kepada masyarakat pencarn keadilan, sena merupakan alat kendali
dan alat penicu perungkatan Kinerja setiap pegawis maupun hakim di lingkungan
Fengadilan Agama Watampone, Kinerja Pengadilan Agamia Watampone diukur ates dasar
penilaian Indikwor Kinerjs Utama (1K) ving merupakan ndikator  keberhasilan
pencapaian Sasaran Strategs schaganmana welah ditetapkan dulam Perjunjian Kinerja
Tahun 2024,

koaami berupaya menyvapikan laporan ini secara abjektif, transparan dan akuntabel
dengsan senantiusa melakukan perbaikan, bak dalam hal data, maupun favond dan tabel
agar lebil menank. Namun kami menyadan adunyy keterbatasan schingpa pasti ditemu
kekurangun dun kendaksempurnaan, Oleh karena itu, saran vang konstrukuf dan semug
pihak sangat diharapkan demi peningkatan kinerya dan kesempumaan laporan i di masa
vang akan datang.

Akhinyva hanya kepada Allah SWT kita berserah dir dan kepada segenap pihak
vang teluh memberikan kontribusi dalam penyelessian laporan ini divcapkan terima kasih,

Semogs laporan m dapat bermantaat bagi semua pihuk, Aumiin,




RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, menandai Pengadilan Agama
Watampone telah menyelesaikan Rencana Kinerjanya tahun ketiga Rencana Strategis
Tahun 2020-2024, yang diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Implementas
Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Agama
Watampone diupayakan dapat mengimplementasikan Visi dan Mis Mahkamah Agung,
khususnya dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone.

Laporan Kinerja Instans Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2024. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone
selama tahun 2024, yang merupakan pel aksanaan kinerja lembaga Y udikatif sebagal salah
satu pelayan publik dalam menjaankan kekuasaan Kehakiman.

Keberhasilan di bidang mangjemen dan pelayanan serta penyelesaian perkara
tentu bukan hanya keberhasilan dari komponen para tenaga Teknis Pengadilan Agama
Watampone semata, tetapi juga mencerminkan keberhasilan seluruh komponen,
dukungan supporting unit serta partisipas stakeholder Pengadilan Agama Watampone
secara umum dalam mewujudkan aparatur peradilan yang profesional, efektif, efisien dan
bersih, yang merupakan tujuan utama dalam rangka peningkatan pelayanan bagi
masyarakat pencari keadilan.

Keberhasilan capaian sasaran strategis di atas diukur dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU), yang menggambarkan peran Pengadilan Agama Watampone dalam
memberikan nilai manfaat pada masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran tersebut
digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator
kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang
ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih
independen melalui indikator-indikator outcomes atau output dari kegiatan yang terkait
langsung dengan sasaran yang diinginkan.
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Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang
akan dicapai dalam tahun 2024. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur
dengan mengaplikasikan pada 10 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis yang
ditetapkan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2024, terdapat 2 (dua) sasaran
strategis yang berhasil dilaksanakan dengan sangat baik (di atas 100%), yaitu sasaran
strategis | dan Il. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan
baik (100 %) yaitu sasaran I1l. Sedangkan 1 (satu) sasaran strategis lainnya buruk yaitu
sasaran V.

Secara kesdluruhan, ratarata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Agama
Watampone tahun 2024 adalah sebesar 99,81 %. Rincian capaian kinerja masing-masing
indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel RE.1
Capaian Sasaran Strategis
Sasaran Strategis |
Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
Indikator Kinerja Target | Redlisasi | Capaian
a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 95% | 91,76 % | 105,01 %
b. Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum 96% | 99,35% | 104,57 %
Banding
c. Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya hukum 98% | 99,70% | 101,73 %
Kasasi
d. Index perseps pencari keadilan yang puas terhadap 95% | 96,75 101,84
layanan peradilan.
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis | : 103,28 %
Sasaran Strategis ||
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Indikator Kinerja Target | Redlisasi | Capaian
a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para 100% | 100% 100 %
pihak tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melaui medias 3% 3,70% 185 %
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis || : 142,5 %
Sasaran Strategis ||
M eningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
Indikator Kinerja Target | Redlisasi | Capaian
a Persentase Perkara Prodeo yang disel esaikan 100% | 100% 100%
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b.Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung 100% | 100% 100%
Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100% 100% 100%
Mendapat L ayanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis |11 : 100 %

Sasaran Strategis |V

M eningkatnya K epatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja Target | Redlisasi | Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti 100 % 0% 0%
(dieksekusi)
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis |V : 0%

Capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone secara keseluruhan pada tahun
2024 menunjukkan kinerja yang positif. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnyarata-
rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 99,81 %. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2023 yang rata-rata nilai capaian sasaran strategisnya sebesar 94,22 %,
terdapat peningkatan sebesar 5,59 %.
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Kami wlah merevie Laporan Kinerja Instansi Pemenniah (LKjIP) Pengadilan Apama
Watampone untuk tabun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja,
Substans informasi yang dimuat dalam Laporan kinerga menjads tanppung  jawab
managemen Pengadilan Agamis Wistampone.

Revio bertuguan untuk memberikan keyakinan terbwas Laporan Kinerja telah disujikian
seviara akurat, andal, dan valid

Berdasarkan reviu kamn. tidak terdapat kondisi atuu hal-lal vang menimbulkan perbedaan

dalam meyakiog keandalan informas: vang disajikan & dalam Laporan Kinerjua ini.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kinerja organisas merupakan hasil yang
diharapkan pada reformas birokras di area akuntabilitas. Untuk itu perlu adanya
pengukuran pada tigp sasaran dstrategis dengan indikator kinerjanya agar dapat
diperoleh gambaran progres kerja yang mencerminkan kinerjainstans.

Pengadilan Agama Watampone senantiasa berupaya mengoptimalkan
pencapaian kinerja dan secara periodik menyusun laporan untuk memberikan
informasi kinerja yang terukur, serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis
terhadap pengukuran kinerja, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sebagai upaya
perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerja di waktu yang akan
datang.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Agama Watampone mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans
Pemerintah, dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Kementerian PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instans Pemerintah.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungs Pengadilan Agama
1. Kedudukan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu Lembaga Negara, secara
kongtitusional didudukkan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam
pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasda ini dimuat bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan
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Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitus, untuk
menyel enggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan disebutkan Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga
negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat
Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang. Sedangkan pasal 19
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
disebutkan secara tegas bahwa Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman, dan dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang tersebut,
Hakim dimaksud adalah hakim Peradilan Umum, hakim Peradilan Agama, hakim
Peradilan Militer maupun hakim Peradilan Tata Usaha Negara.

Y ang dimaksudkan sebagai hakim dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada
Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya
dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan
Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan Ketua pada
pengadilan semua badan peradilan berstatus sebagai hakim.

Sedangkan sesuai dengan beberapa ketentuan di atas, yang dimaksud Ketua
Pengadilan semua badan peradilan adalah Ketua Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Militer dan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara. Dengan demikian ketua pengadilan agama merupakan salah satu dari
yang dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas.

2. Tugas dan Fungs Pengadilan Agama

Pengadilan Agama Watampone merupakan Pengadilan Tingkat Pertama
yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-
perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah
yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wagaf, zakat, infag dan shadagah
serta ekonomi Syari’ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun
2009.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :
a. Menerima, memeriksa, mengadili, menyel esaikan/memutus setiap perkara yang

digjukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970.
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b. Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan
guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

c. Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan
UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 Tahun 2009 yang
menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat Pertama antara orang-orang
yang beragama Idam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,
Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari’ah serta Pengangkatan Anak.

d. Pasal 52 (a) menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian
Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal Bulan pada tahun Hijriyah.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1.Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan
mengadili  perkara-perkara yang menjadi kewenangan
pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing (vide Pasal
49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

2.Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan
dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas
teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi
umum (vide Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009)

3.Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya (vide Pasal 53 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), serta

LKIP PA Watampone Tahun 2024 3




terhadap pelaksanaan administrasi umum (vide Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim
Pengawas Bidang
4. Fungsi Nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan
dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di
wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam
Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009
5. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan
administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta
penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan
memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua
unsur di lingkungan Pengadilan Agama Makassar.
6. Fungsi lainnya, dapat dijabarkan sebagai berikut :
® Memberikan pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset
atau penelitian, dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/004/SK/II/1991;
® Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan
rukyat dengan instansi lain yang terkait (vide Pasal S52A
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006);
® Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan
dan eksekusi;
® Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara
banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi

peradilan lainnya.
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C. Strategi Organisasi

Untuk mengakselaras terwujudnya lembaga yang memberikan jaminan
kepastian bagi penyelenggaraan peradilan dan pelayanan, sangat dipengaruhi oleh
kualitas kinerja aparat peradilan itu sendiri. Dalam konteks itu, maka upaya
peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan mutlak dilakukan secara
terus menerus. Semakin tinggi kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan,
semakin tinggi pula jaminan kepastian bagi penyel enggaraan peradilan dan pelayanan
publik terhadap lembaga peradilan.

Kebijakan dan strategi yang dilakukan Pengadilan Agama Watampone dalam
peningkatan kualitas kinerja adalah melaui perbaikan sistem manajemen perkara dan
peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan, yang antara lain outputnya
adalah percepatan penyelesaian perkara secara transparan dan akuntabel. Kualitas
kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Dari
segi inilah, espektas publik, khususnya bagi para pencari keadilan dapat memperoleh
kepastian hukum. Hal-hal yang perlu menjadi fokus perhatian untuk mendukung
kebijakan dan strategi peningkatan kualitas kinerja dan integritas aparat peradilan,
antaralain:

1. Peningkatan kinerja
Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam sistem mangemen perkara
yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat
memperoleh kepastian hukum. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung
kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah :
a Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promos dan mutas
sesuai dengan kompetens pengawasan eksternal dan internal,
b. Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya,
¢. Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informas yang memadai,
d. Penugasan para hakim maupun pegawa mengikuti diklat online untuk
meningkatkan wawasan dan pengetahuan,

e. Pengawasan triwulan oleh hakim pengawas bidang.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Salah satu tolak ukur untuk menilai tinggi rendahnya tingkat kepuasan publik,
khususnya bagi para pencari keadilan terhadap pelayanan peradilan adalah
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pelayanan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan

publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan dengan mengatur secara jelas
hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan.

c. Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korups,
sekali dalam enam bulan.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta teknologi informasi untuk pelayanan
publik.

e. Melakukan briefing pagi terhadap petugas pelayanan, minimal sekali seminggu.

D. Permasalahan Utama (Strategic | ssued)

Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan
hukum dan asas hukum cepat, sederhana, dan biaya ringan menuntut adanya efisiens
dan efektivitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan
kecepatan dan efisens penyelesaian suatu pekerjaan. Dengan menggunakan
teknologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat.
Namun rasio antara ketersediaan sarana teknologi modern tersebut dengan jumlah
pengguna masih jauh dari cukup. Untuk itu, peningkatan teknologi yang tepat guna
harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas semua pekerjaan yang
dilakukan.

Masalah utama yang lain adalah masih lemahnya kesadaran hukum masyarakat.
Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan serius
dalam pencapaian vis dan misi. Oleh karena itu, untuk mengurangi hambatan
tersebut diperlukan adanya upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat.

Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketaatan
hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum, (2) pengetahuan tentang isi
hukum, (3) sikap hukum, (4) pola perilaku hukum.

Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran
dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah
hukum agama Idam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk
menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan
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antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan.
Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai dengan
prosedur hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara
nyata memandang sedergjat antara Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum. Hal
tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi
dampak pada produk Pengadilan Agama. Sebagai deskripsi, terhadap putusan
Pengadilan Agama yang dimohonkan eksekusi, sangat sulit mendapatkan bantuan
pengamanan dari pihak Kepolisian setempat dalam pel aksanaan eksekusi.
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BAB 11
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone yang ditetapkan dalam
jangka waktu lima tahunan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPIMN) Tahun 2020-2024. Rencana strategis tersebut
dapat dikatakan sebagai suatu proses partisipatif sistematis dan berkelanjutan yang
membantu Pengadilan Agama Watampone untuk memusatkan semua kegiatan dalam
pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran instans.

Bagi mangjemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan
hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Watampone telah berupaya untuk
mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasikan strategi,
memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapa hasil tersebut.

Untuk menyatukan perseps dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan
fungs senantiasa harus dilandas dengan vis, mis dan tujuan serta strategi yang
secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone.
Rencana Strategis, memuat penetapan visi, mis, tujuan, sasaran, dan strategi (cara
mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta
ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, rencana kinerja kegiatan
akan ditetapkan kemudian dalam dokumen tersendiri melaui perencanaan kinerja
tahunan dalam kurun waktu 5 (lima tahun) pada 2020-2024 yang menjabarkan
kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis.

Rencana kinerja Pengadilan Agama Watampone menjadi landasan dan titik
awal dari rangkaian kegiatan kerja yang tidak terlepas dari semangat vis Pengadilan

Agama Watampone, yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Vis ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Agama Watampone

yang mempunyai peran penting untuk menjadikan seluruh aparatur di Pengadilan

LKIP PA Watampone Tahun 2024 8




Agama Watampone memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja
tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat dalam menjaga
martabat lembaga peradilan khususnya peradilan agama.
Dalam rangka mencapai visinya tersebut, telah dirumuskan misi berikut :
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone;
2) Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada
pencari keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap
kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama Watampone;
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparans Pengadilan Agama Watampone.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis
Dari vis dan mis Pengadilan Agama Watampone, selanjutnya ditetapkan

tujuan sebagai berikut :

a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses
peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan
teknologi informasi;

c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan
terpinggirkan;

d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran dtrategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone
merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan
sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana
kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional
organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (outcome) yang hendak dicapa Pengadilan
Agama Watampone sebagal berikut :

a) Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;

b) Peningkatan efektivitas pengel olaan penyelesaian perkara;

¢) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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2. Program Utama dan Kegiatan

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai vis dan

misi Pegadilan Agama Watampone dituangkan dalam dokumen perencanaan
berupa Penetapan Kinerja Tahun 2024. Penetapan kinerja ini merupakan sebuah

bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan Indikator

Kinerja Utama (outcome) besertatargetnya. Indikator outcome diimplementasikan

ke dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan dapat diukur dengan

indikator kinerja output.

Adapun program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan Pegadilan

Agama Watampone sebagai berikut :

a) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adal ah:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

9

Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administras
Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku;

Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara;
Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin;

Melaksanakan pembuatan Iaporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan
serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu;

Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril;
Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP);

Meningkatkan pelayanan hukum melalui Posbakum;

Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu
secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076;
Memaksimakan upaya mediasi;

10) Percepatan penyelesaian perkara;

11) Penyelesaian sisa perkara;

12) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu;

14) Publikasi dan transparans proses penyel esaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan, baik teknis, Kepaniteraan dan
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Kesekretariatan;

2) Meningkatkan koordinas antara Bendahara Pengeluaran dengan
Kasubbag. Umum dan Keuangan, Kasubbag. Perencanaan, Teknologi
Informasi, dan Pelaporan, Pegjabat Pembuat Komitmen dan Kuasa
Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengel olaan keuangan;,

3) Menyusun dan menyempurnakan / melengkapi file pegawai, baik manual
maupun elektronik (SIKEP);

4) Meningkatkan tertib administras sistem pelaporan inventaris / BMN
dengan menggunakan aplikasi SAKTI,

5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola;

6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik,
PDAM, website, lisens video conference, internet dan telepon) secara
tepat waktu;

7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta
pengarsipannya;

8) Melakukan Rekonsilias dan Realisas Anggaran Belanja DIPA Satker
307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN;

9) Melakukan pelaporan monitoring evaluas realisas anggaran DIPA Satker
307509 dan DIPA Satker 309076 melaui website tersedia;

10) Meningkatkan pelayanan informasi melalui website dan media sosial;

11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat
dan lengkap untuk tahun 2024 secara tepat waktu;

12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;

13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;

14) Memberikan layanan dukungan mangemen pengadilan dalam penanganan
COVID-19;

15) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama
Watampone;

16) Meningkatkan tertib administras pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

17) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak
berat.
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B.

Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Watampone telah menetapkan Indikator Kinerja Utama
sebagal tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis,

sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Revis Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja Tahun 2024 menggambarkan sasaran, program dan kegiatan
tahunan beserta indikator kinerjanya sebagaimana telah ditetapkan dan digunakan
sebagal dasar pengajuan anggaran.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda kebijakan
anggaran serta merupakan komitmen bagi instans untuk mencapainya dalam tahun
tertentu dengan indikator pada tingkat sasaran dan kegiatan. Guna mewujudkan
sasaran tahun 2024, Pengadilan Agama Watampone menetapkan Rencana Kinerja

Tahunan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Revis Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur
dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya
yang dikelolanya.
Adapun tujuan penyusunan penetapan / perjanjian kinerja adalah sebagai
berikut :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Mencipatakan tolak ukur kinerja sebagal dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagal dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluas dan
supervis atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja tahun keempat dari Rencana
Strategis Pengadilan Agama Watampone 2020-2024, yang didukung dengan
anggaran sebesar Rp 13.793.871.000,- (setelah penambahan anggaran belanja
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pegawai). Adapun dokumen Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Watampone
Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Revisi Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2024
No| SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
STRATEGIS

1 | Terwujudnya a. Persentase perkara yang disel esaikan tepat 95 %
Peradilan yang waktu.

Pasti, b. Persentase perkarayang Tidak 96 %
TLansparan dan Mengajukan Upaya Hukum Banding.
Akuntabel c. Persentase perkarayang Tidak 98 %

Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
d. Index perseps pencari keadilan yang puas 95
terhadap layanan peradilan.

2 | Peningkatan a. Persentase salinan putusan yang 100 %
Efektivitas disampaikan ke para pihak tepat waktu.
Pengelol aan b. Persentase perkara yang diselesaikan 2%
Penyelesaian melalui Medias.
Perkara
3 | Meningkatnya | a. Persentase Perkara Prodeo yang 100 %
Akses diselesaikan.
Peradilan bagi "y, ~ persentase perkara yang diselesaikan di 100 %
Mgsyarakat luar Gedung Pengadilan.
Miskin dan i :
Terpinggirkan | € Persentase Pencari Keadilan Golongan 100 %
Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum).
4 | Meningkatnya | Persentase Putusan Perkara Perdata yang 98 %
Kepatuhan Ditindaklanjuti (dieksekusi)
Terhadap
Putusan
Pengadilan

Dari alokas anggaran yang ada, digunakan Pengadilan Agama Watampone
untuk mendukung terwujudnya program tahun 2024 yang tergambar seperti tabel

berikut ini :
Tabel 2.2
Alokas Anggaran Pengadilan Agama Watampone Tahun 2024
No. Uraian Anggaran
Program Dukungan Manajemen Rp. 8.750.924.000
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1 | Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Rp. 8.750.924.000
Keuangan Badan Urusan Administrasi
Layanan Umum Rp. 15.950.000
Layanan Perkantoran Rp. 8.734.974.000
2 | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rp. 1.656.974.000
Mahkamah Agung
Layanan Sarana Internal Rp. 1.656.974.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 134.804.000
1 | Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Rp. 134.804.000
Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama | Rp. 70.000.000
Perkaradi Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan Rp. 20.558.000
melalui Pembebasan Biaya Perkara
Perkaradi Lingkungan Peradilan Agamayang Diselesaikan | Rp. 20.552.000
melalui Sidang Diluar Gedung
Perkaradi Lingkungan Peradilan Agamayang Diselesaikan | Rp. 23.694.000
melalui Sidang Terpadu
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@ BAB |1
AKUNTABILITASKINERJA

A. Capaian Kinerja Organisas

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenal tingkat pencapaian
pel aksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
mis dan vis organisas yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode
untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan
yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Watampone tahun
2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Adapun sasaran dtrategis yang hendak dicapai pada Pengadilan Agama
Watampone dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan reviu rencana strategis
yang telah ditetapkan (2020 — 2024) dan progres report pada Tahun 2024 adalah
sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengel olaan penyelesaian perkara,

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
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Berikut ini merupakan pencapaian target kinerja setiap sasaran strategis::

@ Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan
Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama
Watampone dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Sasaran ini terdiri dari empat indikator kinerjayaitu :

a. Persentase perkara yang disel esaikan tepat waktu;

b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding;

c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;

d. Index perseps pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2024 pada sasaran tersebut dapat
digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran |
Indikator Kinerja Target | Redlisasi | Capaian

a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 95% | 91,02% | 105,01 %
b. Persentase perkarayang tidak mengajukan upaya 96 % | 99,40% | 104,57 %

hukum Banding.
c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya 98% | 99,63% | 101,73 %

hukum Kasasi.

d. Index perseps pencari keadilan yang puas terhadap 95% | 96,75% | 101,84 %
layanan peradilan.

Rata-Rata Capaian Sasaran | Tahun 2024 : 103,28 %
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Tabel 3.2
Perbandingan antararealisas kinerja sasaran | serta capaiannya tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja

2020

2021

2022

2023

2024

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

a. Persentase perkara
yang diselesaikan tepat
waktu.

91 %

99,68 %

109,54
%

91 %

98,83 %

108,6 %

91 %

98,83 %

108,6 %

91 %

99,79 %

109,65 %

95 %

91,76 %

105,01 %

b. Persentase perkara
yang tidak mengajukan
upaya hukum Banding

95 %

99,71 %

104,96
%

95 %

99,66
%

104,91
%

95 %

99,66
%

104,91
%

95 %

99,79 %

105 %

96 %

99,35 %

104,57 %

C. Persentase perkara
yang tidak mengajukan
upaya hukum Kasasi

98 %

99,71 %

101,74
%

98 %

99,96 %

102 %

98 %

99,96 %

102 %

98 %

99,89 %

101,92 %

98 %

99,70 %

101,73 %

d.Index persepsi
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan.

85 %

91,85 %

108,06 %

85 %

93,17 %

109,61 %

85 %

93,17 %

109,61 %

85 %

96,25 %

113,23 %

95 %

96,75 %

101,84 %
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Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja sasaran | sampai dengan tahun 2024 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

dik 2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja
Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi

a. Persentase perkara perdata agama 0

yang diselesaikan tepat wakiu, 99,68% | 98,83% | 99,81% | 99,79% | 91,76 %
b. Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding. 99,71% | 99,66 % | 99,47 % | 99,35% | 99,40 %
c. Persentase perkara yang tidak 99.71% | 99.96 %

mengaiukan upaya hukum K asas. 1% 070 | 99,86 % | 99,89% | 99,70 %
dw.nlndex perseps pencari keadilan yang

puas terhadap layanan peradilan. 91,85% | 93,17% | 9523% | 96,25% | 96,75 %

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN |

Indikator Kinerjake-1: Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara

yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat
waktu pada tahun 2024 ditargetkan 91 % dari jumlah perkara yang ada.

Tabel 3.4
Jumlah Perkara Perdata Agama yang Diselesaikan Tahun 2024

Jumlah Perkara Yang Diselesaikan

No Bulan Diputus | Diputus3 | Diputus | Belum putus | Ket.
19d3 §d5 lebih dari | lebih dari 5
bulan bulan 5 bulan bulan

1 | Januari 124 7 0 0

2 | Februari 144 5 0 0

3 | Maret 102 4 0 0

4 | April 60 2 1 0

5 | Me 131 30 0 0

6 | Juni 96 15 0 0

7 | Jduli 159 9 0 0

8 | Agustus 117 10 0 0
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9 | September 114 11 0 0
10 | Oktober 152 18 1 0
11 | Nopember 137 11 0 0
12 | Desember 208 22 2 0

Jumlah 1544 144 4 0
Total 1.692

Berdasarkan tabel di atas, dari 1.692 perkara perdata agama yang disel esaikan,

terdapat 1.688 perkara yang tepat waktu, sehinggarealisasi 99,76 %.

144

m Diputus 1 s/d 3 bulan

m Diputus 3 s/d 5 bulan

Diputus lebih dari 5 bulan

M Belum putus lebih dari 5
bulan

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu

target 91 %, sedangkan realisas sampai dengan 99,76 %.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu sebesar 4,76 %, dari target 95 % sedangkan realisasinya 99,76 %.

Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 105,01 %.

3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.2 di atas.

Jkadivisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2020 dan
2021 mengalami penurunan capaian. Pada tahun 2021 dan 2022, capaiannya
menimgkat dan capaian tetap sama, dan pada tahun 2023 capaian meningkat,
Karena dinaikkannya target menjadi 95 %, maka ditahun 2024 capaiannya
menurun menjadi 105,01 %.

. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat

dilihat padatabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3 redisas indikator kinerja tahun 2024 adalah 99,76 %. Jika
dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis yaitu rata-rata 91,4 %, maka realisas indikator kinerja
melebihi target.

. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja

penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah :

a) Adanya ketentuan KMA Nomor 214/KMA/SK/X11/2014 tentang jangka waktu
penanganan perkara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014
tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat
Banding.

b) Adanya kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur)
penyelesaian perkara.

c) Ketersediaan faslitas sarana dan prasarana serta dukungan perangkat
Teknologi Informas yang cukup.

d) Bertambahnya jumlah Majelis Hakim dan berjalannya kontrol penanganan

perkara dari pimpinan.
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SASARAN |
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari
keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 ditargetkan 95 % dari jumlah

putusan perkara.

Tabel 3.5
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2024

No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran Keterangan

1 | 982/Pdt.G/2023/PA.Wtp. 8 Januari 2024 Putus Tingkat Banding
2 | 1075/Pdt.G/2023/PA.Wtp 16 Februari 2024 Putus Tingkat Kasas

3 1045/Pdt.G/2.023/ PA.Wtp 23 Februari 2024 Putus Tingkat Kasas
4 | 1104/Pdt.G/2023/PA.Wtp 26 Februari 2024 Putus Tingkat Kasas
5. | 1264/Pdt.G/2023/PA . Wtp 7 Maret 2024 Putus Tingkat Kasasi
6. 142/Pdt.G/2024/PA Witp 18 Maret 2024 Putus Tingkat Banding
7. | 1097/Pdt.G/2024/PA Wtp 17 April 2024 Proses Tingkat Kasasi
8. 262/Pdt.G/2024/PA Wtp 17 Mei 2024 Putus Tingkat Banding
9. | 769/Pdt.G/2024/PA. Wtp 5 November 2024 Putus Tingkat Banding
10. | 704/Pdt.G/2024/PA. Wtp 23 Desember 2024 Proses Tingkat Banding
11. | 1013/Pdt.G/2024/PA.Wtp 30 Desember 2024 Proses Tingkat Banding
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Tabel 3.6
Jumlah Perkara yang Diputus Tahun 2024

Perkara Putus
No Bulan
Permohonan | Gugatan | Gugatan
Sederhana
1 | Januari 38 93
2 | Februari 61 88
3 | Maret 22 84
4 | April 9 54
5 | Me 45 116
6 | Juni 33 78
7 | Jduli 56 112
8 | Agustus 45 82
9 | September 23 102
10 | Oktober 43 128
11 | Nopember 30 117 1
12 | Desember 141 91
Total 546 1145 1

Jumlah Perkara
11

/

M Yang Tidak Mengajukan
Banding

B Yang Mengajukan Banding

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 yang
mengajukan upaya hukum banding adalah 11 perkara, dari 1.692 perkara yang
diputus, sehingga realisas persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
banding :

((1.692-11)/1.692) x 100 % = 99,35 %.

Jadi pencapaiannya: (99,35 / 96) x 100 % = 103,48 %. Dengan demikian,

capaian kinerjamelebihi target.
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1. Pencapaian kinerja padaindikator ini melampaui target yang telah ditetapkan yaitu
target 96 %, sedangkan realisas sampai dengan 99,35 % .

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu sebesar 3,35 %, dari target 96 % sedangkan realisasinya 99,35 %.
Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 103,48 %.

3. Perbandingan antara redlisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.2 di atas.

Jikadivisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2021, 2022 capaian indikator
mengalami  penurunan. Dan di tahun 2023 capaian indikatornya mengalami
peningkatan karena target dinaikkan menjadi 96 %, akan tetapi target indikator di
tahun 2024 mengalami penurunan.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisas indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 99,35 %.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 96 %, maka realisas kinerja sudah
melebihi target.

5. Faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

Pengadilan Agama Watampone telah berusaha untuk lebih transparan kepada
masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh
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masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian
tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone

meningkat.

SASARAN |
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Kasas

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasas adalah
perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasas
dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari
keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.1, indikator kinerja persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum Kasas pada tahun 2024 ditargetkan 98 % dari jumlah
perkara yang diputus/ diselesaikan.

Tabel 3.7
Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2023
No Nomor Perkara Tanggal Pendaftaran K eterangan
1. | 1045/Pdt.G/2023/ PA Wtp 29 April 2024 Putus Tingkat Kasas
2. | 1104/Pdt.G/2023/ PA Wtp 13 Mei 2024 Putus Tingkat Kasas
3, | 1264/Pdt.G/2023/ PA Wtp 17 Mei 2024 Putus Tingkat Kasasi
4, | 1075/Pdt.G/2023/ PA Wtp 28 Mei 2024 Putus Tingkat K asas
5. | 1097/Pdt.G/2023/PA Wip 19 Juli 2024 Putus Tingkat Kasasi

Jumlah perkara Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2024 yang
mengajukan upaya hukum Kasas sebanyak 5 perkara, dari 1.692 perkara yang
diputus. Hal tersebut berarti 1.687 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Kasas sehinggarealisas 99,70 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
target 98 %, sedangkan realisasi 99,70 %.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu sebesar 1,70 %, dari target 98 % sedangkan realisasinya 99,70 %.
Dengan demikian capaian kinerja padaindikator ini adalah 101,73 %.
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3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.2 di atas.
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Jika divisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indiktor kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020, 2021 capaian indikator
meningkat. Tetapi pada tahun 2021 dan tahun 2022 capaiannya tidak mengalami
perubahan, sedangkan target telah dinaikkan. Akan tetapi pada tahun 2023 dan
tahun 2024, capaiannya kembali mengalami penurunan.

Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, redlisas indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 99,70 %.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 98 %, maka realisas kinerja
melebihi target.

4. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah karena
secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan / Banding

meningkat.

SASARAN |
Indikator Kinerja ke-4 : Indeks perseps pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan.
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Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan
masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Berdasarkan tabel
3.1, indikator kinerja index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan
pengadilan ditargetkan 95.

Tabel 3.8
Nilai Rata— Rata Unsur Pelayanan
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur Mutu
Pelayanan | Pelayanan

1 | Kesesuaian Persyaratan Pelayanan 3,90 A
2 | Kemudahan Prosedur Pelayanan 3,86 A
3 | Kecepatan Waktu dalam Memberikan Pelayanan 3,89 A
4 | Kewgjaran Biaya/Tarif ddam Pelayanan 3,98 A
5 | Kesesuaian Produk Pelayanan 3,71 A
6 | Kompetensi/Kemampuan Petugas 3,94 A
7 | Perilaku Petugas Pelayanan 3,94 A
8 | Kualitas Sarana dan Prasarana 3,71 A
9 | Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 3,86 A

Rata-rata tertimbang 3,87 A

Tabel di atas merupakan nilai rata-rata unsur pelayanan hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) periode Oktober - Desember tahun 2024 dari 63 responden.
Setelah dilakukan pengolahan data SKM, diperoleh Index Kepuasan Masyarakat
(realisas) sebesar 96,75 %.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
target 95 %, sedangkan realisasi 96,75 %.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu sebesar 1,75 %, dari target 95 %, sedangkan realisasinya 96,75 %.
Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 101,84 %.

3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.2 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :

LKGIP PA Watampone Tahun 2024 26




115

112.04

105

110 O—IUB/. 109.61
06

DN

AN

101.84

Capaian

100

95

S aval
10U

90
2020

2021

2022 2023

2024

Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator kinerja pada tahun 2020 hingga

2024 berturut-turut meningkat.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat

dilihat padatabel 3.3 di atas.

Pada tabel 3.3, realisas indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 101,84 %.
Dengan demikian, redlisas pada tahun 2024 melebihi target dan merupakan

capaian yang sangat baik menurut ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor

14 tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 85 %, maka realisas

Kinerjamelebihi target.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tabel nilai perseps, interval KM,
interval konverss IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut
Permenpan RB No 14 tahun 2017:

NILAI NILAI NILAI INTERVAL MUTU KINERJA
PERSEPSI | INTERVAL |« ONVERSI SKM | PELAYANAN UNIT
SKM PELAYANAN
1 1,00 2,59 25,00 — 64,99 D Tidak baik
2 2.60— 3,06 65,00 — 76,60 C Kurang baik
3 3,07 353 76,61 — 88,30 B Baik
4 3,54— 4,00 88,31 — 100,00 A Sangat baik
LKGIP PA Watampone Tahun 2024 27




5. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi indikator kinerja sebesar 101,84 %,
dimana statistik survey Pengadilan Agama Watampone mendapatkan hasil 3,87 %,
berarti masuk kategori sangat baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan tersebut adalah :

a) Target yang ingin dicapai tidak terlalu tinggi, dan menggunakan persyaratan
sebagai mana ketentuan dalam Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017.

b) Jangka waktu Pemenuhan Persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Permen
PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017 cukup memadai pada saat pelaksanaan
survey di tahun 2019.

¢) Tingkat pemahaman responden terhadap ketentuan dalam Permen PAN dan RB
Nomor 14 tahun 2017 dalam mengisi kuisioner cukup tinggi sehingga
memungkinkan pengisian kuisioner yang cukup akurat.

d) Waktu yang memadai bagi surveyor dalam melaksanakan survey dan
memberikan penjelasan kepada para responden juga dapat mempengaruhi
tingkat akurasi data survey.

e) Pimpinan, seluruh hakim dan pegawai, tenaga honorer maupun sukarela

berusaha memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat / pencari
keadilan.

@ Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian
Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Agama
Watampone dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Sasaran ini terdiri dari duaindikator kinerjayaitu :

a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Pencapaian target indikator kinerja pada sasaran tersebut dapat digambarkan

padatabel berikutini :

Tabel 3.9
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran |1

Indikator Kinerja Target | Redisasi Capaian
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a  Persentase salinan putusan yang disampaikan ke 100% | 98,32% 98,32%
para pihak tepat waktu.
b. Persentase perkarayang diselesaikan melalui 2% 0% 0%
mediasi.
Rata-Rata Capaian Sasaran |1 Tahun 2024 : 49,16 %
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Perbandingan antararealisas kinerja sasaran |l serta capaiannya tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.10

2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja
Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Redlisasi | Capaian | Target | Redlisasi | Capaian

a Persentase salinan | 100% | 72,81 % | 72,81 % | 100 % | 68,65 % | 68,65 % | 100 % | 75,06 % | 75,06 % | 100 % | 93,53 % | 93,53 % | 100% | 100 % 100 %

putusan yang

disampaikan ke

para pihak tepat

waktu.
b. Persentase perkara 2% | 1,18% | 59% 2% | 595% | 2975%| 3% | 565% [188,33%| 3% | 259% |86,33%| 2% 3,70 % 185 %

yang diselesaikan

melalui mediasi.
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Tabel 3.11
Perbandingan realisas kinerja sasaran Il sampai dengan tahun 2024 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja
Readlisas | Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi
a. Persentase salinan putusan perkara 72,81% | 68,65% | 75,06% | 93,53 % 100 %
perdata yang dikirim kepada para
pihak tepat waktu.
b. Persentase perkarayang disdlesaikan | 1,18% | 595% | 5,65 % 2,59 % 3,70%
melalui mediasi

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN 11

Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan Ke

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase salinan putusan yang

disampaikan ke para pihak tepat waktu ditargetkan 100 % dari jumlah perkara yang

diputus (verstek dan diluar hadirnya).

Jumlah Perkara Putus yang Disampaikan PBT

Tabel 3.12

Jumlah Perkara Putus
No Bulan
Versek | Diluar Hadirnya
1 Januari 68 10
2 | Februari 67 6
3 Maret 59 0
4 April 33 0
5 Mei 93 0
6 Juni 60 0
7 Juli 86 0
8 Agustus 65 0
9 | September 85 0
10 | Oktober 132 0
11 | Nopember 80 0
12 | Desember 101 0
Jumlah 939 16
Total 955
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Berdasarkan tabel di atas, dari 939 perkara yang diputus verstek dan diluar
hadirnya berjumlah 16 perkara, sehingga penyampaian pemberitahuan is putusan
(PBT) melebihi 3 hari kerja setelah putusan dibacakan, sehinggarealisasi 100 %.

Jumlah Perkara

B Penyampaian tepat waktu

B Penyampaian tidak tepat waktu

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini mencapai target yang telah ditetapkan yaitu
target 100 %, dan realisas adalah 100 %.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
kurang yaitu sebesar 0 %, dari target 100 % sedangkan realisasinya 100 %.
Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.10 di atas.

Jika divisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020 capaian indikator 72,81%,
meskipun belum mencapai target. Namun pada tahun 2021, capaiannya menurun
menjadi 68,65 %. Sedangkan pada tahun 2022 capaian indikator kembali
meningkat menjadi 75,06 %. Dan pada tahun 2023, capaian mengalami
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peningkatan menjadi 93,53 %. Dan pada tahun 2024, capaian mengalami

peningkatan menjadi 100 %.

Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat

dilihat padatabel 3.11 di atas.

Pada tabel 3.11, realisas kinerja persentase is putusan yang diterima oleh
para pihak tepat waktu pada tahun 2024 adalah 98,32 %. Jika dibandingkan
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisas indikator kinerja tidak mencapai
target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :

a) Instrumen amar putusan belum berjalan secara optimal.

b) Rasio jumlah Jurusita / Jurusita Pengganti (2 orang) dengan jumlah perkara
yang dikelola tidak seimbang, itupun banyak penyampaiannya melalui surat
tercatat.

c) Wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sangat luas, meliputi 27

kecamatan, dan beberapa kecamatan memiliki kondis wilayah yang sulit

terjangkau.
SASARAN I
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui
M ediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui medias adalah perbandingan
jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang
dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara
melaui mediasi.

Berdasarkan tabel 3.9, indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan
melaui mediasi pada tahun 2024 ditargetkan 3 % dari jumlah perkara yang dilakukan
mediasi.
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Tabel 3.13
Data Pelaksanaan Medias

Jumlah Medias | Mediasiyang |  Jumiah
No Bulan perkarayang yang tidak Perkara
dimedias berhasil | berhasil/gagal | Masih dalam

proses
1 | Januari 5 0 2 5
2 | Februari 17 0 12 6
3 | Maret 11 0 6 10
4 | April 6 0 7 2
5 | Md 10 0 7 5
6 | Juni 8 0 4 2
7 | Juli 10 1 6 !
8 | Agustus 6 0 5 4
9 | September 6 1 3 4
10 | Oktober 12 0 4 8
11 | Nopember 5 1 8 3
12 | Desember 12 1 4 7
Jumlah 108 4 68 64

Berdasarkan tabel di atas, jumlah perkara yang dimedias pada tahun 2024
sebanyak 108 perkara dan yang berhasil didamaikan hanya 4 perkara, sedangkan 64

perkara masih dalam proses mediasi, sehinggarealisas 3,70 %.

umlah Perkara Yang Dimediasi

B Berhasil damai
B Tidak berhasil

Masih dalam proses

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu
target 2 %, sedangkan realisas sebesar 3,70 %.
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2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
lebih yaitu sebesar 1,70 %, dari target 2 % sedangkan reaisasinya 3,70 %. Dengan
demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 185 %.

3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.10 di atas.

Jkadivisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikuit:
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020 capaian indikator 59%. Namun
pada tahun 2021, capaian meningkat karena target dinaikkan sebesar 2 kali lipat.
Pada tahun 2022, capaiannya kembali menurun menjadi 188,33 %. Tetapi pada
tahun 2023, capaian menurun menjadi 85,33 % karenatarget diturunkan menjadi 2
%. Dan pada tahun 2024, capaian naik menjadi 185 %.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.11 di atas.

Pada tabel 3.11, realisas kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui
medias pada tahun 2024 adalah 3,70 %. Jika dibandingkan dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yakni rata-rata
2,98%, makarealisas kinerjamelebihi target.

5. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah peranan
Hakim Mediator yang maksimal dan adanya itikad baik para pihak berperkara

dalam menyel esaikan perkara secara damai.

LKIP PA Watampone Tahun 2024 35




@ Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat
Miskin dan Terpinggirkan

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Agama Watampone berupaya keras
untuk memberikan solus yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan melalui
indikator-indikator berikut ini :

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan
Hukum (Posbakum)

Pencapaian target indikator kinerja tahun 2024 pada sasaran tersebut dapat
digambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.14
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2022 pada Sasaran 111

Indikator Kinerja Target | Redlisasi | Capaian

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan. 100% | 100 % 100 %

b. Persentase perkarayang diselesaikan di luar Gedung 100% | 100 % 100 %
Pengadilan.

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang 100% | 100 % 100 %
Mendapat L ayanan Bantuan Hukum (Posbakum).

Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 111 : 100 %
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Tabel 3.15
Perbandingan antararealisas kinerja sasaran |11 serta capaiannya tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Sasaran Strategis ||| : Meningkatnya Akses Peradilan bagi M asyarakat Miskin dan Terpinggirkan

2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja — : _ : . . . . _ .
Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian

a. Persentase Perkara 100 % | 96,97 % | 96,97 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 %

Prodeo yang

diselesaikan.
b. Persentase perkara 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% 100 %

yang diselesaikan di

luar Gedung

Pengadilan.
c. Persentase Pencari 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % 100 %

Keadilan Golongan
Tertentu yang
Mendapat Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum).
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Tabel 3.16
Perbandingan realisasi kinerja sasaran |11 sampai dengan tahun 2024 dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Sasaran Strategis| ||

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja
Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi | Redlisasi
a. Persentase Perkara Prodeo yang 96,97 % | 100 % 100 % 100 % 100 %
diselesaikan
b.Persentase perkarayang diselesaikan | 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
di luar Gedung Pengadilan
c. Persentase Pencari Keadilan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Golongan Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
(Posbakum)

Analisis atas capaian indikator-indikator di atas adalah sebagai berikut :

SASARAN 11
Indikator Kinerjake-1: Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan

Persentase perkara yang diselesalkan meladui pembebasan biaya / prodeo
adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah
perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Agama Watampone
dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014, penerima layanan pembebasan
biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara
ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan
pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan.

Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan,
gugatan, dan eksekus dalam tahun berjalan berlaku sgak perkara didaftarkan dan
diterima oleh Pengadilan.

Berdasarkan tabel 3.14, persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada
tahun 2024 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara prodeo. Pada DIPA 04 tahun
anggaran 2024 terdapat anggaran sebesar Rp 20.558.000,- (dua puluh juta lima ratus
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lima puluh delapan ribu rupiah), untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dengan

target 38 perkara.

Jumlah perkara prodeo yang terlayani selama tahun 2024 sebanyak 122 perkara
dengan sergpan anggaran sebesar Rp 20.558.000,- dan semua perkara tersebut
berhasi| diselesaikan, sehingga realisas 100 %. Dengan demikian, realisas indikator
kinerja mencapai target.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara prodeo
tersebut dapat diputus atau diselesaikan pada tahun 2024.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini adalah sama,
yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %. Dengan demikian capaian
Kinerja pada indikator ini adalah 100 %.

3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.

Jkadivisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020 capaian 100 %, sedangkan tahun
2021 capaian mengalami peningkatan sebesar 100% dan tahun 2022, 2023 capaian
tetap 100%. Sedangkan tahun 2024 capaian tetap mengalami 100 %.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisas indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 100 %.
Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
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perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisas indikator kinerja
mencapai target.

5. Adapun faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah
ketepatan perencanaan taksiran biaya perkara prodeo oleh Kasir dan berjalannya

kontrol penanganan perkara prodeo dari masing-masing Mgjelis Hakim.

SASARAN 11
Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan

Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan / ztting plaats
adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung
pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung
Pengadilan. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam
memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami
hambatan biaya, fisk maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar Gedung Pengadilan,
khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat
sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan
keterjangkauan wilayah. Lokas penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan
dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau
instang lain.

Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Watampone memperoleh anggaran
penyelenggaraan sidang di luar Gedung sebesar Rp 20.552.000,- (dua puluh juta lima
ratus lima puluh dua ribu rupiah) untuk 17 kegiatan, target 136 perkara. Berdasarkan
tabel 3.14, persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan pada
tahun 2024 ditargetkan 100 % terhadap jumlah perkara yang seharusnya disel esaikan
di luar gedung Pengadilan.
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Pelaksanaan Kegiatan Sidang di luar Gedung

Tabel 3.17

No| Kecamatan Jumlah Perkara Tanggal Serapan
Kegiatan | Disidangkan Pelaksanaan Anggaran

1 | Sibulue 2 20 26 Januari 2024 | Rp  5.152.000,-
2 | Barebbo 1 11 23 Februari 2024 | Rp  2.576.000,-
3 | Telu Siattinge 1 8 8 Maret 2024 Rp 2.576.000,-
4 | Kguara 2 16 17 Me 2024 Rp 5.152.000,-
5 | Libureng 1 9 21 Juni 2024 Rp 2576.000,-
6 | Lapri 1 17 25 Oktober 2024 | Rp  2.520.000,-
Total 8 81 Rp 20.552.000,-

Sebagaimana tertera pada tabel di atas, sidang di

luar Gedung yang

dilaksanakan selama tahun 2024 sebanyak 8 kegiatan, menyidangkan 81 perkara

dengan serapan anggaran sebesar Rp 20.552.000,-. Semua perkara yang disidangkan

tersebut berhasil diselesaikan pada saat sidang di luar gedung sehingga realisas

100%, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua perkara yang

disidangkan tersebut berhasi| disel esaikan pada saat sidang di luar gedung.

2. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada indikator ini adalah sama,

yaitu ditargetkan 100 % dan redlisasinya juga 100 %. Dengan demikian
capaiannya adalah 100 %.
3. Perbandingan antara redlisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.15 di atas.

Jikadivisualisasi dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut:
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Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2020, 2021, 2022,
2023 dan 2024, capaian kinerjatetap 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, redlisas indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 100 %.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan dStrategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisas kinerja
mencapai target.

5. Adapun faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut :

a) Terjain kerja sama yang baik antara Pengadilan Agama, Kementerian Agama,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta para pihak pencari keadilan
dalam pel aksanaan sidang keliling.

b) Kualitas sumber daya manusia dan fasilitas di lokas sidang memadai.

¢) Kebutuhan masyarakat yang sangat tinggi.

SASARAN 11
Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu
yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum
(PosBaKum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat |ayanan bantuan
hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan
tertentu.

Pelayanan Posbakum diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari
keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini
masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan
advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang

dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.
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Pada DIPA 04 tahun anggaran 2024, Pengadilan Agama Watampone mendapat
alokas anggaran sebesar Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan target
700 jam layanan.

Berdasarkan tabel 3.14, persentase pencari keadilan golongan tertentu yang
mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2024 ditargetkan 100 %
terhadap jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Tabel 3.18

Matrik Layanan Pos Bantuan Hukum (PosBaKum)

No Bulan Jam Serapan Jumlah Perkarg Yang

L ayanan Anggaran Terlayani

1 | Januari 35 Rp. O,- 140
2 | Februari 63 Rp. 6.299.924,- 78
3 | Maret 35 Rp. 6.299.924,- 52
4 | April 35 Rp. 3.499.955,- 60
5 | Ma 63 Rp. 3.499.958,- 80
6 | Juni 63 Rp. 6.299.924,- 72
7 | Juli 63 Rp. 6.299.924,- 67
8 | Agustus 63 Rp. 6.299.924,- 68
9 | September 63 Rp. 6.299.924,- 84
10 | Oktober 63 Rp. 6.299.924,- 94
11 | Nopember 63 Rp 6.299.924, - 91
12 | Desember 63 Rp. 12.599.848,- 66
Jumlah 700 Rp. 69.999.153,- 961

Dari tabel di atas, jumlah perkara yang terlayani Posbakum selama tahun 2024
sebanyak 961 perkara dalam waktu 700 jam layanan dengan serapan anggaran
sebesar Rp 69.999.153,-. Jumlah pencari keadilan golongan tertentu pada tahun 2024
sebanyak 961 orang, dan semuanya terlayani posbakum sehingga realisasi indikator
kinerja sebesar 100 %, target tercapai.

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini adalah 100 %, semua pencari keadilan
golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini adalah sama,
yaitu ditargetkan 100 % dan realisasinya juga 100 %, sehingga capaiannya 100 %.

3. Perbandingan antara redlisasi serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.15 di atas.
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Jkadivisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2020, 2021, 2021, 2023 dan 2024,
indikator kinerja memperoleh capaian 100 %, target tercapai.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.16 di atas.

Pada tabel 3.16, realisas kinerja pada tahun 2024 adalah 100 %. Jika
dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis yakni rata-rata 100 %, maka realisas indikator kinerja
mencapai target.

5. Adapun faktor — faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut adalah
tanggungjawab pihak pengelola Posbakum yang tinggi dan pengawasan pihak
Pengadilan Agama Watampone yang berjalan baik serta tingkat kesadaran
masyarakat tentang keberadaan Posbakum yang tinggi.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan
Pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang
dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat
ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi
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maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi. Indikator ini untuk
mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.
Eksekus Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela,
apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang
dapat mengaj ukan permohonan eksekusi.
Sasaran ini hanya memiliki satu indikator, sebagaimana digambarkan pada
tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2024 pada Sasaran 1V
Indikator Kinerja Target | Realisas Capaian
Persentase Putusan Perkara Perdata yang 98 % 0% 0%
Ditindaklanjuti (dieksekusi).
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis|V : 0%
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Tabel 3.20
Perbandingan antarareadisas kinerja sasaran 1V serta capaiannya tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja — : — : — : — : — :

Target | Redlisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Readlisasi | Capaian
Persentase Putusan 100% | 60 % 60% |100% | 625% | 625% | 100% | 0% 0% |[100% | 80% 80% | 98% 0% 0%
Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Tabel 3.21

Perbandingan realisasi kinerja sasaran IV sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis

_ . 2020 2021 2022 2023 2024
Indikator Kinerja — . . . .
Redlisas Redlisasi Redlisasi Redlisasi Redlisasi
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi) 60 % 62,5 % 0% 80 % 50 %

Berdasarkan tabel 3.19, indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekus) pada tahun 2024
ditargetkan 100 % dari jumlah putusan perkara yang sudah BHT.
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Tabel 3.22
Data Eksekus

Uraian Jumlah
Sisatahun lalu 2

Permohonan eksekus yang diterima
Eksekusi yang dilaksanakan

Eksekusi yang dicabut

Eksekusi yang dicoret dari register eksekusi

N O O N N

Sisayang belum dieksekusi (dalam proses)

Berdasarkan tabel di atas, dari 2 perkara eksekusi yang ditangani selama tahun
2024, 2 perkara ekskus yang dilaksanakan, O perkara yang dicabut, dan 2 perkara
yang masih dalam proses. Dengan demikian realisasi 50 %, target tidak tercapai.

Jumlah Perkara Eksekusi

H Dilaksanakan
B Dicabut

Dicoret dari register
B Masih dalam proses

1. Pencapaian kinerja pada indikator ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan
yaitu target 98 %, sedangkan realisasi 50 %.

2. Perbandingan antara target dan realisas kinerja pada indikator ini terpaut selisih
kurang sebesar 48 %, dari target 98 % sedangkan realisasinya 50 %. Dengan
demikian capaian kinerja pada indikator ini adalah 50 %.

3. Perbandingan antara realisas serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat padatabel 3.20 di atas.

Jkadivisualisas dalam bentuk grafik, maka capaian indikator kinerja tersebut
dari tahun 2020 — 2024 sebagai berikut :
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Berdasarkan grafik di atas, indikator kinerja pada tahun 2020 capaian 60 %.
Sedangkan pada tahun 2021, capaian kembali mengalami kenaikan menjadi 62,5
%. Tetapi pada tahun 2022 capaian kembali menurun menjadi 0 %, sedangkan
pada tahun 2023 capaian mengalami peningkatan mencapai 62,5 %. Dan pada
tahun 2024 capaian mengalami penurunan 50 %.

4. Perbandingan antara realisas kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dapat
dilihat padatabel 3.21 di atas.

Pada tabel 3.21, redlisas indikator kinerja pada tahun 2024 adalah 50 %.
Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis yaitu rata-rata 100 %, maka realisas kinerja tidak
mencapai target.

5. Adapun faktor — faktor yang mempengaruhi ketidak tercapaian adalah :

a) Perkara 369/Pdt.G/1997/PA.Wtp. =» sedang dalam proses.
b) Perkara 77/Pdt.G/2018/PA.Wtp. =» sedang dalam proses.

. Realisas Anggaran
Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan organisas yang
transparan, kapabel, efisen dan efektif, maka diperlukan mekanisme pengelolaan
keuangan yang tepat, sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan, mulai dari tahap
perencanaan, pel aksanaan, pertanggungjawaban sampai pada tahap pelaporan.
Pada Tahun Anggaran 2024 Pengadilan Agama Watampone menerima DIPA
dari Badan Urusan Administrass Mahkamah Agung RI Nomor: SP DIPA-
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005.01.2.307509/2023 tanggal 24 November 2023 sejumlah Rp 13.527.229.000,-
(tiga belas milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu
rupiah). Namun setelah revis penambahan belanja barang, anggaran menjadi Rp
8.750.924.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus dua
puluh empat ribu rupiah).

Sedangkan untuk DIPA dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA- 005.04.2.309076/2022 tanggal 24
November 2023 sejumlah Rp 134.804.000,- (seratus tiga puluh empat juta delapan
ratus empat ribu rupiah).

Dengan demikian, jumlah anggaran yang dikelola oleh Pengadilan Agama
Watampone Tahun 2024 yang merupakan akumulasi dari 2 (dua) DIPA tersebut
adalah sebesar Rp. 8.885.728.000,- (delapan milyar delapan ratus delapan puluh
lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Untuk mengukur redisasi kinerja anggaran Pengadilan Agama Watampone
pada Tahun 2024 dari anggaran yang terdapat dalam DIPA, maka ada tiga sasaran
indikator kinerja yang menjadi tolak ukur, yaitu persentase penyerapan belanja
pegawai, persentase penyerapan belanja barang dan persentase penyerapan belanja
modal.

Redlisas anggaran dari tiga sasaran kinerja yang menjadi tolak ukur tersebut

dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai
- Pagu anggaran (setelah revis) sebesar = Rp. 7.078.000.000,-
- Realisas sebesar = Rp. 6.851.555.806,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 226.444.194,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 96,80 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 3,20 %
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Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024

3,20% 226,444,194

M Realisasi

M Sisa angg:

6,851,555,806

96,80 %

Kalau dibandingkan realisas kinerja anggaran pada sektor belanja pegawai
antara Tahun 2024 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun 2023, 2022, 2021, dan
2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Redlisas Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023 dapat dilihat pada
grafik berikut :

- Pagu anggaran (setelah revis) sebesar = Rp. 8.729.516.000,-

- Realisas sebesar = Rp. 8.182.836.797,-

- Sisaanggaran sebesar = Rp. 546.679.203,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,75%

- Persentase sisa anggaran sebesar = 6,25%

Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2023

" 546.679.203 6,25%

m Realisasi

8.182.836.797 W Sisa anggaran

93,75 %
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b) Realisas Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022:
- Pagu anggaran (setelah revis) sebesar = Rp. 11.654.642.000,-
- Realisas sebesar = Rp. 11.642.774.259,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 11.867.741,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,90 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,10 %
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2022

11,867,741 ¢ 199

m Realisasi

W Sisa anggaran

11,642,774,259

99,90 %

¢) Realisas Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021:
- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 10.748.097.000,-
- Realisas sebesar = Rp. 10.309.718.814,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 438.378.186,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 95,92 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 4,08 %
Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut :
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Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2021

438,378,186 4 g9

m Realisasi

e
10,309,718,814 RS ANREHTaN

95,92 %

d) Realisas Kinerja Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020:
- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 12.451.762.000,-
- Redlisas sebesar = Rp. 11.596.900.154,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 854.861.846,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 93,13 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 6,87 %

Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2020

854,861,846 g7 9%

m Realisasi

11,596,900,154 m Sisa anggaran

93,13 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyerapan
anggaran belanja pegawai tahun 2020 mengalami kenaikan tipis senilai 93,13%,
bahkan nilai penyerapan tersebut hampir mendekati nilai 100 %. Kemudian pada
tahun 2021, penyerapan meningkat sebesar 95,92%. Begitu pula pada tahun 2022,
penyerapan meningkat menjadi 99,90%, bahkan nilai penyerapan tersebut hampir
mendekati nilai 100%. Sedangkan pada tahun 2023, penyerapan anggaran
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menurun menjadi 93,75%. Begitula pada tahun 2024, penyerapan anggaran
meningkat sebesar 96,80 %.

2. Belanja Barang
a). Untuk DIPA Unit Organisas Badan Urusan Administras MA-RI

Readlisas Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor

belanja barang tahun anggaran 2024 untuk DIPA Unit Organisass Badan
Urusan Administraras MA-RI adalah:

Pagu anggaran sebesar = Rp. 1.656.974.000,-
Realisasi sebesar = Rp. 1.656.937.904,-

Sisa anggaran sebesar = Rp. 36.096,-

Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %

Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Kalau dibandingkan dengan realisas kinerja anggaran pada sektor

belanja barang antara Tahun 2024 dengan 4 tahun sebelumnya yaitu tahun
2023, 2022, 2021, dan 2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Redlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2024 dapat dilihat pada

grafik berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2024

" 360%

M Realisasi

I Sisa angg:

2) Readlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2023:

- Pagu anggaran sebesar = Rp 1.654.459.000,-

- Realisas sebesar = Rp 1.606.086.036,-

- Sisaanggaran sebesar = Rp. 48.372.964,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 97,08 %
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- Persentase sisa anggaran sebesar = 2,92 %
Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2023

48.372.964 2,92%

@ Realisasi

[ Sisa anggaran

1.606.086.036 7,08%

3) Redlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2022:

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.765.274.000,-
- Realisas sebesar = Rp 1.765.261.332,-

- Sisaanggaran sebesar = Rp. 12.668,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9993 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,0007 %

Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2022

12,668  0,0007 %

@ Realisasi

[ Sisa anggaran

1,765,261,332

99,9993 %

4) Realisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021

- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp 1.415.384.000,-
- Redlisas sebesar = Rp 1.412.123.368,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 3.260.632,-

LKIP PA Watampone Tahun 2024 54




- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,77 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,23 %

Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2021

3,260,632 0,23%

m Realisasi

m Sisa anggaran

1,412,123,368

99,77 %

5) Readlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2020:
- Pagu anggaran (setelah revisi) sebesar = Rp. 1.436.267.000,-
- Redlisas sebesar = Rp. 1.435.822.273,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 444.727 -
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,97%
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,03%
Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Barang Tahun 2020

444,727 0,03 %

m Realisasi

W Sisa anggaran

1,435,822,273

99,97 %

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, penyerapan anggaran kembali
sebesar 99,97%. Namun pada tahun 2021, penyerapan anggaran menurun
sebesar 99,77%. Sedangkan pada tahun 2022, penyerapan anggaran kembali
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meningkat sebesar 99,93%. Dan pada tahun 2023, penyerapan anggaran
kembali menurun menjadi 97,08%. Dan pada tahun 2024, penyerapan
anggaran kembali meningkat sebesar 100 %.

b). Untuk DIPA Unit Organisas Badan Peradilan Agama M A-RI
Readlisas Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor
belanja barang tahun anggaran 2024 untuk DIPA Unit Organisass Badan
Peradilan Agama MA-RI adalah:
- Pagu anggaran sebesar = Rp. 134.804.000,-
- Redlisas sebesar = Rp. 134.804.153,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 847,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 100 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Kalau dibandingkan realisas kinerja anggaran pada sektor belanja barang
antara tahun anggaran 2024 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun
2023, 2022, 2021, dan 2020 untuk DIPA Unit Organisasi Badan Peradilan
Agama MA-RI, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Redisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2024 dapat dilihat pada
grafik berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2024
0%

847

M Realisasi

M Sisa angg:

100% 153
100 %

2) Redlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2023 :
- Pagu anggaran sebesar = Rp. 183.357.000,-
- Redlisas sebesar = Rp. 183.254.000,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 103.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
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- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %
Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2023
0,06%

1031'000

m Realisasi

W Sisa anggaran

183.254.000
99,94%

3) Readlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2022:

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 222.553.000,-

- Readlisas sebesar = Rp. 222.520.870,-

- Sisaanggaran sebesar = Rp. 32.130,-

- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,986 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,014 %

Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2022

jpq3p 0014 %

B Aealisasi

B Sisa anggaran

99,986 %

4) Readlisas Kinerja Anggaran Belanja Barang Tahun 2021

- Pagu anggaran sebesar = Rp. 179.978.000,-
- Readlisas sebesar = Rp. 179.878.000,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 100.000,-
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- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,94 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,06 %
Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2021

i
100,000 0.06 ¥

B Aealisasi

B Sisa anggaran

99,94%

5) Readlisas Kinerja Anggaran Tahun 2020 :
- Pagu anggaran sebesar = Rp. 154.660.000,-
- Readlisas sebesar = Rp. 154.654.050,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 5.950,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,996 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,004 %
Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :

Realisasi Anggaran Tahun 2020

5950 0.004 %

B Realisasi

M Sisa anggaran

99.996 %

154,654,050

Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase
penyerapan anggaran belanja barang tahun 2020 untuk DIPA Unit Organisasi
Badan Peradilan Agama MA-RI sebesar 99,996 %. Sedangkan pada tahun
2021, penyerapan anggaran menurun menjadi 99,94 %. Tetapi pada tahun
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2022, penyerapan anggaran kembali naik sebesar 99,986%. Begitu pula pada
tahun 2023, penyerapan anggaran menurun sebesar 99,94 %. Sedangkan pada
tahun 2024, penyerapan anggaran kembali naik sebesar 100 %.

3. Belanja Modal
Redlisas Kinerja Anggaran Pengadilan Agama Watampone pada sektor
belanja modal untuk tahun anggaran 2024 adalah :
- Pagu anggaran sebesar = Rp. O,-
- Readlisas sebesar = Rp. O,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 0 %

- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Kalau dibandingkan realisas kinerja anggaran pada sektor belanja modal
antara tahun anggaran 2024 dengan 4 tahun anggaran sebelumnya yaitu tahun
2023, 2022, 2021, dan 2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Realisas Kinerja Anggaran Tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut :

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024
Rp. 0
0%

m Realisasi

15i5a anggaran

99,99 %
0% Rp. 0

b) Realisas Kinerja Anggaran Tahun 2023:
- Pagu anggaran sebesar = Rp. O,-
- Readlisas sebesar = Rp. O,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 0,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 0 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0 %

Sebagai mana ditunjukkan dalam grafik berikut :
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Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2023

Rp. 0 0%
|

m Realisasi

W Sisa anggaran

0% Rp. 0

¢) Redlisas Kinerja Anggaran Tahun 2022:

Pagu anggaran (setelah revis) sebesar = Rp 118.000.000,-
Realisas sebesar = Rp. 117.992.000,-

Sisa anggaran sebesar = Rp. 8.000,-

Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9 %

Persentase sisa anggaran sebesar = 0,1 %

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2022

BOOD  0,1%

B Aealisasi

B Sisa anggaran

117,992,500

d) Redlisas Kinerja Anggaran Tahun 2021:

Pagu anggaran (setelah revis) sebesar = Rp. 65.000.000,-
Realisas sebesar = Rp. 64.950.500,-

Sisa anggaran sebesar = Rp. 49.500,-

Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,92 %
Persentase sisa anggaran sebesar = 0,08 %
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Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2021

49,500 0,08 %

B Realisasi

B Sisa anggaran

99,92 %

€) Realisas Kinerja Anggaran Tahun 2020:
- Pagu anggaran sebesar = Rp. 255.000.000,-
- Realisas sebesar = Rp. 254.750.000,-
- Sisaanggaran sebesar = Rp. 250.000,-
- Persentase penyerapan anggaran sebesar = 99,9 %
- Persentase sisa anggaran sebesar = 0,1 %

Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2020

250,000 0,1%

B Aealisasi

B Sisa anggaran

254, 750,000

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa tahun 2020, penyerapan
sebesar 99,9 %. Namun pada tahun 2021, penyerapan anggaran mengalami
peningkatan sebesar 99,92 %. Sedangkan tahun 2022, penyerapan kembali
turun sebesar 99,9 %. Dan pada tahun 2023 dan 2024, penyerapan sebesar 0 %
karena tidak mendapatkan anggaran belanja modal.
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesmpulan

Sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformas Birokrass Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instans
Pemerintah, maka dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban tersebut, setiap
instans pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian kinerja
dan sasaran strategis organisasi kepada pimpinan dan publik, yang dituangkan dalam
Laporan Kinerja Instanss Pemerintah (LK]jIP). Berdasarkan Sistem Akuntabilitas
Instanss Pemerintah (SAKIP), penyusunan LKjIP dilakukan melalui proses
penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, penetapan kinerja dan
pengukuran kinerja.

Pengadilan Agama Watampone memiliki komitmen dan tekad yang kuat untuk
memberikan laporan pelaksanaan manajemen kinerja organisas yang berorientasi
pada hasil, baik berupa output maupun outcome dan prinsip transparans dan
akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformas birokrasi
dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, yaitu “Terwujudnya Pengadilan
Agama Watampone Yang Agung”.

Sejalan dengan itu, laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama
Watampone Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran tentang
pencapaian kinerja Pengadilan Agama Watampone yang merupakan wujud
transparans dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pengadilan Agama Watampone
pada periode tahun 2024 serta program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan, telah
membuktikan bahwa Pengadilan Agama Watampone bertekad kuat untuk menjaga
integritas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga yudikatif sekaligus mengemban
kepercayaan publik sebagai benteng terakhir penegakan keadilan. Di bidang teknis
peradilan, hal ini ditunjukkan dengan kinerja yang luar biasa dalam penanganan

perkara yang merupakan core business dari lembaga peradilan. Selain itu Pengadilan
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Agama Watampone tetap konsisten dalam memberikan pelayanan hukum
pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin, Pos Bantuan Hukum
(Posbakum), sidang di luar gedung dan sidang pelayanan terpadu bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan.

Meskipun masih ada indikator kinerja yang belum mencapa target yang
ditetapkan, namun secara umum dapat dissimpulkan bahwa tingkat capaian kinerja
Pengadilan Agama Watampone tahun 2024 kalau dirata-ratakan secara keseluruhan
adalah sebesar 96,89 %.

LKjIP Tahun 2024 ini diharapkan menjadi salah satu instrument objektif dan
juga mata ranta yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya
(Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Evaluas LKjlIP).
Informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam laporan kinerja akan

menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya.

. Saran
Setelah dilakukan analisa dan kgjian atas Rencana Kinerja Tahun 2024, adapun
saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP pada Pengadilan Agama Watampone,
mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Indikator Kinerja
Utama, Penetapan / Perjanjian Kinerja dan Penganggaran, antaralain :

a. Memanfaatkan Renstra sebagai acuan dalam perumusan berbagai dokumen
perencanaan lainnya, seperti Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja,

b. Untuk tahun mendatang dipersiapkan penerapan sistem pengukuran dan
pengumpulan data kinerja yang handal, termasuk penetapan indikator kinerja
yang berbasis outcome, sehingga Pengadilan Agama Watampone dapat
memperlihatkan manfaat program dan kegiatan bagi masyarakat.

2. Perlu lebih mempertajam dalam perencanaan program dan anggaran agar target
yang telah ditentukan dapat tercapai secara maksimal.

3. Menjadikan capaian sasaran daam LKjIP Tahun 2024 ini sebagai alat masukan
dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja Pengadilan
Agama Watampone;

4. Dalam penyusunan LKjIP di tahun mendatang perlu tetap memperhatikan hasil
Evaluas Penetapan Kinerja.
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KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

REPUBLIK INDONESIA

HKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NOMOR : 193/ KPA.W20-A2/SK.OT1 L2/XII/ 2024

SISTEM AKU

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN

NTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

1. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

bd

L

[SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggung  jawaban kinera suaty instansi dalam
mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yvang dalam
penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;

- Bahwa agar dalam Penyusunan  dokumen  Sistem

Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah  (SAKIP)
tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi
dan memenuhi standar penyusunan scbagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan  perundang-undangan,
maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen SAKIP;

- Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat

Keputusan ini dipandang mampu  dan  cakap
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025:
Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan  Menteri Negara Pendavagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/O9/M.PAN/05 /2007 tentang  Pedoman Umum
Penectapan Indikator Kinerja Utama;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.l. Nomor:
U004 fSEK/SK/1/2010 tenmang Indikator Kinera Utama
Mahkamah Agung R.I;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan  Presiden  Nomor © Tahun 2005 lentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instans; Pemerintah;



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rl Nomor 53 Tahun 2014 wentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviy Atas  Laporan Kinerja  Instansi
Pemerintah:

9. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Nepara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman  Evaluasi  Atas Implementasi  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Femerintah:

I Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang  Organisasi  dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Il. Burat  Sekretaris  Mahkamah Agung Rl Nomor
2877 /SEK/OT.01.1/ 1272022, tanggal 14 Desember 2027
tentang Penyampaian Dokumen SAKIP,

MEMUTUSKAN

Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Reviu Indikator Kinera
Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-
2024, Revisi Rencana Kinerja (RK) Tahun 2024, Perjanjian
Kinerja (PK) Tahun 2025, Laporan kKinerja  Instansi
Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024, dan Rencana Aksi Kinerja
Tahun 2025;

Menunjuk yang namanya tersebut pada Lajur 2 dalam
Jabatan sebagaiman tercantum dalam Lajur 3, sebagai Tim
Penyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah  (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan  Agama
Watampaone dan bertugas sebagaimana tersebut dalam Lajur
4 dalam daftar Lampiran Surat Keputusaen ini:

Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan
i dan  berakhir  setelah  =elesai seluruh  kegiatan
penyusunan dokumen SAKIP Tahun 2025 Pengadilan Agama
Watampone:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan  apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ! Watampone
Pada tangpal : 20 Desember 20249

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

J» NURLINAH H.{



DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS

) |

.

Lampiran Keputusan Ketua
Nomor

Tangpal : 20 Desember 2024

Pengadilan Apama
193/ KPAW20-A2/8K.OT1 2 FXI 2024

SUSUNAN PENUNJUKAN TIM PENYUSUN

Watampone

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP) TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NAMA / NIP
Dra. Hj. Nurlinah K., S.H.. M
NIP. 19671231 199403 2 020

Hadrawati, S.Ag., M.HI,

NIP, 19730131 199802 2003
|

Lukman Patawari, S.H.
NIP. 19690718 199803 1 003

Zainuddin, S.Ag,
NIP. 19731015 200112 1 004

| Saiful Bachri, S.H.
CNIP. 19841126 201212 1 003

Ninik Hartini Mansyur, 8. H., M.H.
NIP. 19810205 200901 2 005

| Hayad Jusa, 5.Ag.
NIP, 19670801 199203 1 003

Andi Suardi, S.Ag,
NIP. 19731105 200112 1 001

Bintang, S.H.
NIP. 19700912 199203 1 004

Breend Benny Dharmawan, S E.,
M.M.

NIP. 19900805 202203 1 004

JABATAN

[Kewa ™

Wakil Ketug

Panitera

Sekretaris

kasubbag,
Perencanaan,
II Teknologi

| Informasi, dan
Pelaporan

|
Kasubbag Umum
dan Keuangan

Panitera Muda
Hukum

Panitera Muda
Gugatan

Panitera Muda
l Permohonan

Klerek - Penelaah
Teknis Kebijakan
|

'SEBAGAI

Ketua Tim

Wakil Kerua
| Tim

Roordinator
Kepaniteraan

koordinator
Kesekretariatan

Sckretarig

Anggota

Angeota

Angpola

Anggota

Angeonta

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

N

1 NURLINAH K,



Lampiran Keputusan Ketua Fengadilan Apama Watampone
Nomor 1{33;HPA-WE{}-M;HH.UTLE,.r:-m,.rzn::q
Tangpal ; 20 Desember 2024

STRUKTUR TIM PENYUSUN
DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) TAHUN 2025 FENGADILAN AGAMA WATAMPONE

D Hj. Nurlinah K., 5.1, M1,

Hadrawani, S.Ap., M.HI.

L ukmizn Patawari, S.H,

Zainuddin, 8, A,

Ninik Harting Mansyur, S H., M1,

sarlul Bachr, S.H.
Hayud Jusa, § Ap,
Andi Suardi, S.Ag,

Bantang. S.H,

Breend Benny Dharmawsan, S.E.,
LA

Wi e -

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Fafa

A 4
:FWRUNAH K.




LAPORAN IKU
TAHUN 2024




REPUTUSAN KETUA PENGAD
NOMOR - 186/KPA.W20.a2/5

Menimbang

Mengingat

HETUA PENGADILAN AG

[

n

AlLA WATAMPONE
REPUBLIK INDONESLA

ILAN AGAMA WATAMPONE
K.OTL1.6/XI11/2024

Bahwa berdasarkan Keputusan Sckretaris Mahkamah
Agung Rl Nomor 173 /SEK/SK/ 1112022 tentang
Penetapan Indilator Kinera Utamg HKU)  pads
Pengadilan Tingkar Banding dan Pengadilan Tingkar
Pertama di Lingkungan Mahkamah Apy ng k
dilakukan reviy Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Agama Watampone agar selaras dengan Indikaior Kinerja
Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia:

Bahwa untwuk melaksanakan kematan tersebut, perlu
dibentuk Tim Reviu Indikator Kinera Utamg Pengadilan
Agama Watampone:
Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini

dipandang cakap dan mampu  untuk melaksanakan
lugas terscbur:

. Undang Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 lentang

perubaban kedua atas Undang-undang Nomor - 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;

- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan kedua aas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
19849 tentang Peradilan Agama;

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomeor 13
Tahun 2005 tentang Sekrewariag Mahkamah Agung:

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistern Akuntabilitas Kinena  Instansi  Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Nepara dan
Reformasi Birokrasi Nomor FER/20/M.PAN/11/2008
Tahun 2008 lentang Pedoman Penvusunan Indikator
hinerja Utama:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Lentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu aras Laporan Kinerja Instansi



Menetapkan

hesaty

Kedug

Ketiga

Reempat

Femerintah (Berjg Ne

Bara Republjk Indonesia Tahun
2014 Nomor 1842):

MEMUTUSKAN

KREPUTUSAN KETUA PEN GADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA
UTAMA FENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menunulk YaNg  namanya tersebut  dalam lampiran
Keputusan inj untuk menjadi Tim Reviu Indikaror Kinerja
Utamna Pengadilan Agama Watampone:

adalah melaky kan reviy

terhadap Indikatar Kinerja Utama se8uai dengan ketentuan

yang berlaku:

Tim tersebuyg Yertugas sejak langgal ditetaplkan Keputusan
i dan berakhir  setelah selesal  seluryh kegiatan
PElYusunan dokumen Reviu  Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Apamaea Watampone Kelgs | A

Reputusan ini mula berlaku  sejak tangeal ditetapkan

dengan  ketentuan apabilda  dikemudian Barl  terdaparc
wekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di - Watampone
Pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

ek

"HHI NURLINAH. I/




SUSUNAN PENUNJUKAN TIM REVIU IN
PENGADILAN AGAMA

NO

L,

.

=]

'rjl

10

-

Lampiran Keputuson

MNomuor
Tangpal

- 1BESEPA W20-A2
2 9 Desember 2074

Ketua Penpadilan Agama Walampone

/SK.OT1.6/X1172024

NAMA / NIP
Erajiurli_:.:uh. EE&T, M.H
NIP. 1967 1231 199403 2020

Hadrawati, S Ag., M. H.
NIF. 19730131 199802 2 003

Lukman Patawari, S.H.
NIP. 19690718 199803 1 003

Lainuddin, S.Ap.
NIP. 19731015 200112 | D04

Ninik Hartini Mansyur, S.H., M.H
NIP. 19810205 200901 2 005

Hayad Jusa, S Ap,
NIP. 19670801 199203 | 003

Andi Suardi, S.Ag.
NIP. 19731105 200112 | 001

Bintang, S.H.
NIP. 19700912 199203 1 004

Saiful Bachri, S.H.

| NIP. 19841129 201212 1 003

Breend Benny Dharmawan, S.E.

NIP. 19900805 202203 | 004

DIKATOR KINERJA UTAMA

craatra

WATAMPONE
JABATAN SEBAG.
Ketua i'Er.'tLl.a Tim
Wakil Ketua Wakil Kewua Tim
Panitera Koordinatar
Kepaniteraan
Sckretaris Roordinator
Resekretariatan
Kasubbag, Sekretaris
Perencanaan,
TI, dan
Pelaporan
Panitera Muda | Angpota
Hukum |
|

Panitera Muda | Anggota
Gugatan
Panitera Muda Angeota
Permohonan

: Kepala Anggota

| Subbagian,

| Subbagian
Umum dan
Keuangan

-' Klerck - Angpgota
Penelaah Teknis
hebijakan

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE




Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone
Numor ¥ 1) HPA.‘.'.".EU—.‘LE,F SK.OTI 0 X1/ 2024
Tanpgal 9 Desember 2024

STRUKTUR TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Ui, Nurlinah. K, S0, M.HL

Hadrwati, S.ag., M.H.L

Lukman Patawar, S 5.

Zamuddin, 5 Ap.

Nmik Hanini Manssyur, 8.1, M.H.

L. Hayad Jusa, 8.4,

- Andi Suardi, 5.4g

3. Bintang. S H,

o, H—..iil.-ul Hil-';.:hri. 5l I1

3. Breend Benny Dharmawan, $.15

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE




PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KETuA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
NOMOR : IEEIHPA.WED*H.EIEI{.QTLEHHII 2024

TENTANG

Menimbang - 1. Bahwa untuk melaksanakan ketenwan pasal 3 dan
pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur MNegara Nomor - PER{QIM-F&N{EJ?[JU?
tentang Pedoman Umum Penctapan Indikator Kinerja
Utama (IKU) Instans; Pemerintah;
2. Bahwa dengan berakhirnya  masa Rencang
Pembangunan Jangka Menengah (RPJIM) Tahun 2015
— 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan
Jingka Menengah (RPJM) Tahun 2022 - 2025 maka

Pengadilan Agama Watampone perlu menetapkan
Indikator Kinerja Utama;

Mengingat * 1. Undang Undang-und&ng Nemor 3 Tahun 2009

lentang perubahan  kedua atas Undang-undang
Nomor :14 Tahun 1985 lentang Mahkamah Agung:

2. Undang - undang MNomor 48 Tahun 2009 tentang
hekuasaan kehakiman:

<. Undang-undang Nomor - 20 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas I.Jndang—undamg Nomor ; 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 20086
lentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah:

3. Peraturan Mahkamal Agung Rl Nomer 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesckretariatan dj Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan A paratur
Negara Nomor PER/ 9M.PAN/S5 /2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/
SEK/SK/1/2022 ten tang Penetapan indikator Kinerja
Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat  Pertama di  Lingkungan
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

5. Undang—undmg (UU) Nomor 25 Tahun 2004 lentang
Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional:



Memperhatikan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketga

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasj Nomor 88 Tahun 202]
entang Evaluasi  Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah:

10. Peraturan Menteri Pendayapunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Namar
PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008  tentang

Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama_

SK Reviu Penetepan Indikator Kinerja Utama Mahkamah
Agung Nomor IEGJHMMSK;'\.-’I,IQGEI tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Hasil Rapat Tim Reviy Indikator Kinerja Utama
Pengadilan Agama Watampone tanggal 10 Desember
2024 tentang Pembahasan Riviu Indikator Kinerja
Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tereantum dalam
lampiran keputusan inj merupakan acuan kinerja yang
digunakan ocleh Pengadilan Agama Watampone | untuk
menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian
Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja:

Bahwa dalam melakukan Reviy Indikator Kinerja Utama
bertujuan untuk lebih menyelaraskan ISU-isu strategis di
Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Watampone
agar Letap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan
untuk  mengukur kinerja, pengendalian  pelaksanaan
program dan kegiatan:

Keputusan imi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila  di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 11 Desember 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

e

Toustan o




Lampiran Keputusan Keiua Pengadilan Agsng Watwmpane
Momor : LB/ EKPA W20-AZ70T 1.2 /X11/ 23024
Trnggal ; 11 Desemnber 2074

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO

—

KINERJA UTAMA

INDIKATOR
KINERJA PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMEER DATA

Terwujudnya Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan
Akuntabel

Persentase Perkara

Perdata Agama yang Jumlah perkara perdata
; : Agama yang
diselesaikan Tepat Echeanlionn boput
Walktu walctu 100%
Jumlah perkara perdata

agoma yang
disslesaikan

Catatan

* Input adalah jumlah
perkara perdata agama
yang diselesaikan pada
bulan berjalan. Output
adalah jumlah perkara
perdata agama  yang
diselesaikan tepar waktu
pada bulan berjalan.
Surat Edaran Mahkamah
Agung Nomor 2 tahun

2014 tentang
penyelesaian perkara di
pengadilan tingkat

pertama dan tingkat

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




-

banding pada 4 (empat)
lingkungan peradilan,

Persentase Perkara
vang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Banding

Jumlah Perkara yang
Tidal Mengajukan

Upaya Hukum Bandiog 100%
Jumlah Perkara yang

diselesailan

Catatan :
*» - Jumlah perkara yang

tidak mengajukan upaya
hukum banding adalah
jumlah perkara di tahun
berjalan yang  tidak

mengajukan upaya
hukum banding
- Jumlah perkara vang
diselesaikan adalah

perkara yang diputus dan
diminutas: pada tahun
berjalan

Panitera

Laporan Bulanan |
dan
Laporan Tahunan

Persentase Perkara
Yang Tidak
Mengajukan Upaya
Hukum Kasasi

Jumlah Perkara Yang
Tidak Mengajukan

Upays Hukum Kasasi LD0Y%
Jumlah Perkara yang
Diselesaikan

Catatan !
* Jumlah perkara yang
tidak mengajukan upaya

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




hukum kasasi adalah
jumiah perkara tahun
berjalan  yang tidak
diajukan upaya hukum
kasasi dari upaya hukum
banding

Jumlah perkara yang
diselesaikan adalah
perkara yang diputus dan
diminutasi pada tahun
berjalan

Index Persepsi
Pencart Keadilan
Yang Puas Terhadap
Layanan Peradilan

Indax pocgepal

Kepuasan Peneari

Keadilan RGP
Catatan :

« Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan
Masyarakat Unit
Penyelengara Pelayanan
Publik

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




3. Peningkatan Efektivitas | Persentase Salinan Panitera Laporan Bulanan
Pengelolaan Putusan Perkara Jumlah Salinan dan
Penyelesaian Perkara Perdata Agama yang Hﬂnﬂpﬂhﬂ.“nu " Laporan Tahunan
disampaikan ke para | disampaikan tepat 100%
Pihak tepat waktu waktu
Jumlah Putusan
perkar perdata ngama
Catatan :
« umlah Salinan putusan
yang dikirim ke
Pengadilan Pengaju tepat
waktu. Surat Edaran
Mahkamah Agung Neo.Ol
Tahun 2011 tentang
perubahan SE MA No, 02
tentang Penyampaian
Salinan dan Petikan
Putusan. - Salinan
Putusan Perkara perdata
diberikan langsung
kepada para pihak
Pamtera Laporan Bulanan

Persentase Perkara
yang Diselesaikan
Melalui Mediasi

Jumlah Perkara yang
Diseledaikan Malalul
Mediasl Berhasil 10HA%

Jumlah Perkara vang
Dilakukan Medlasi

Catatan :
s - PERMA Nomor 1 Tahun

2016 tentang Prosedur

dan
Laporan Tahunan




Mediasi di  Pengadilan.
- Jumlah yang
diselesaikan melalui
mediasi adalah jumlah
perkara yang dimediasi
berhasil baik berhasil
sebagian, berhasil
dengan pencabutan dan
berhasil dengan akta
perdamaian.

Jumlah perkara yang
dimediasi adalah jumliah
perkara perdata gugatan
yang  terdaftar pada

tahun berjalan.

Meningkatnya Akses
Peradilan bagi

Masvarakat Miskin dan

Terpinggirkan

Persentase Perkara
Frodeo yang
Diselesaikan

Jumlah Merkara Prodeo

_yang Disclesaizan 100%
Jumlah Perkara yang =
diajubtan secara Pradeo

Catatan :

Panitera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan

Persentase Perkara
yang Diselesaikan di
Luar Gedung
Pengadilan

Jumlah Perkara yang
Diselesalkan df Luar

Gedung Pengadilan

Jumlah Perkara YAOE L0
dinjukan disslesalleaa di

Luar Gadung

Fengadilan

Catatan :

Panttera

Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan




. |
9, ﬂmqmmnﬂmmn Pencari Panitera Laporan Bulanan
Keadilan Golongan Jumlah Pencari dan
Keadilan Golo
Tertentu yang o T Laporan Tahunan
Mendapat Layanan Mendapat Layanan 100
Bantuan Hulkum Bantuan Hukum b
{Posbakam|
__ﬁn_mﬂm.rthﬂw Jumliah Permahonan
Layanan Hukum
Catatan :
L ]
10. Meningkatnya Persentase Putusan Panitera Laporan Bulanan

Kepatuhan terhadap
Putusan Pengadilan

Perkara Perdata

lanjuti [Diekselousi)

Agama yang Ditindak

Jumlah Putusan
Perkara Perdata Apama
yang Ditindak lanjoed
[Dleksekusi)

Jumlah Putusan
Parkara Perdata Agama
vang diajulkkan

LO0%

permohonan eksekusi

Catatan @

dan
Laporan Tahunan

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
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-

MATRIKS REVIU RENSTRA
TAHUN 2020 -2024

"\‘I




MATRIKS REVIU Il RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Agama Watampaone
Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Watampone yang Agung
Misi : 1 Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Watampone

2. Memberikan pelayanan hukum yang cepat, berkualitas dan berkeadilan kepada pencari keadilan,

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja dan perilaku aparat Pengadilan Agama
Watampone.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Watampone,

1. | Terwujudnya kepercayaan Persentace para pihak a1 % Terwujudnya Persentase Perkara yvang 1% | 5% [ 91% | 92% | m1wm
masyarakat terhadap sistem | yang percaya terhadap Peradilan yang | diselesaikan Tepat Waktu
peradilan melalui proses sistem peradilan Fastl, Persentase Perkara yang | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
peradilan yang pasti, Transparan, Tidak Mengajukan Upaya
transparan dan akuntabel, dan Akuntabel Hukum Banding.

Persentase Perkara Yang BE% | 9B% | 9% | DB% | 9%
Tidak Mengajukan Upaya
Hukum Easasi.

Index Persepsi Pencari 85% | B5% BS% | BS% | 85%
Keadilan yang puas
terhadap layanan
Peradilan.

2. | Terwujudnya Persentase perkara a7 % Peningkatan Persentase Salinan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
penyederhanaan proses Efektivitas Putusan yang disampaikan _




penanganan perkara melalui
pemanfaatan teknologi
informas

yarng w_.._....___mum._nm.._ tepat
waktu

3 | #:___;.__.._.H_..__..m peningkatan
akses peradilan bagi
masyarakal miskin dan

terpinggirkan

4. _ Terwujudnya pelayanan
prima bagi masyarakat
_ pencar keadilan

Persentase Perkara

| Pengelolaan
Penvelesaian
Perkara

ke Para Pihak tepat wakiu

Persentase Perkara yang
Diselesaikarn Melalui
Medasi

Persentase Perkara Prodeo
vang Diselesaikan

100%, | Meningkatnya
Prodeo yang Akses
| dizelesaikan Peradilan bagi
. Persentase perkara 100 ..._.___.m__m.__uua#.ﬂ
| yang diselesaikan di Miskine din
| luar Gedung Terpinggirkan |
| Pengadilan,
T_un.,__.._.qm:—mmm Pencari [ Hw__nw.m
Keadilan Golongan {
Tertentu yang
Mendapat Layanan
| Bantuan Hukum
(Posbakum].
Persentate Pulusan 100% ?_m._.___.ﬁnmqﬂtﬁ I

| Perkara Perdata
yang Ditindaklanjuti
{dieksekusi],

Kepatuban
terhadap

Putusan
Pengadilan.

| Persentase Perkara yang

Diselesaikan di Luar
Gedung Pengadilan

Persentase Pencari
Eeadilan Golongan
Tertentu yang Mendapat
Layanan Bantuan Hukum
{ Posbakum),

| Persentase Putusan

Perkara Perdata yang
Ditindak lanjuti
[ Dieksekusd].

JSEL 1% | 3% | 3i%
.......... | N I N
100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | 100% | 100% | 100% | 100%
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
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REVISI RENCANA KINERJIA TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor: 59/KPA.W20-A2/0T1.1/1)20328
Fengadilan Agama Watampene

terhedap Putusan Papgaditan Agama yang Ditindak lanjuti (Dioksekusl)

‘ No.|  Sasa nni‘n:ﬂe_gis i Indikata rKinerja Tamﬂ_
[, Terwujudnya Peradilan vang | Persentase Perkara yang diselesaikan 55
Pasti, Transparan dan | Tepat Walkiu
Ak p———riis - 3 '
| el Persentase Perkara yang Tidak | 96
| Mengajukan Upaya Hukum Banding.
! Parsentave Perkara Yang Tidak ETH i
|
Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Index Perseps! Pencari Keadilan Yang 45
Puas Terhadap Layanan Peradilan
2 | Peningkatan Efeklivitas Persentase Salinan Pytusan yang 100
Pengelolaan Penyelesalan disampaikin ke para Pihak tepat wakiu
i Persentase Perkara yang Disehesarkan 2
| Mlelalul Mediasi
3 | Hﬂﬂl;ihgka.tnl.-'a Aksey Peradilan Persentase Perkara Prodeo yang 100
| bagi Masyarakat Miskin dan Diselesalkan |
I Terpinggirkan | Fers.en'.ras;'licrkara yang bmelusa.ikan di 100
| | Luar Gedung Pengadilan | '
| ! Perzentase Pencar: Keadilan E-n:nlﬂn_gaﬂ__ IDD._.
i Tertentu yang Mendapat Lavanan
[ Bantuan Hukum [Posbakam)
I — . '
4. | Meningkatnya Kepatuhar | Persentase Putusan Perkara Perdata o8

Watampone. § Januan 2025

Katua Pengadilan Agama Watampone

Fidy,

NIJRi.IH-!H K.




-

%

EVALUASI PENETAPAN KINERJA

~

TAHUN 2024

J




Terwujudnyva Proses
Peradilan yang Pasti,
Transparan dan

. Persentase perkara vang

EVALUASI REVISI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

diselesaikan tepat wakiu

Dari 1696 perkara perdata agama yang
diselesaikan, terdapat 1687 perkara tepat wakiu,
schingga realisasi 99,46 %,

Capai tarpet

Akuntabel. b. Persemase perkara vang yso, Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum | Capai target
tidak mengajukan upaya Banding adalah 11 perkara, dari 1606 perkara
hukum Banding. ving diputus, sehingpa realisasi 99,31 %
¢, Persentase perkara vang 98% Ada 5 perkara yang mengajukan upava hukom Capai target
tidak mengajukan upayva Kasasi dari | 606 perkara yang diputus schingga
hukum Kasasi. realisasi 99,68 %,
d. Index persepsi pencar 83 Setelah dilukukan pengolahan data SKM, Capar target
keadilan vang puas diperoleh Index Kepuasan Masyarakan (realisasi)
terhadap layanan sehesar 100.
peradilan.
Peningkatan a. Persentese salinan 100, Diari 955 perkara yang diputus verstek & diluar | Tidak capai target
Efekiifitas putusan perkara perdata hadimya. 16 perkars yang penyampaian
Pengelolaan agama yang pemberitahuan isi putusan (PBT) melebibi 3 hari

Penyelesajan Perkara

disampaikan ke para
pihak tepat waktu,

kerja setelah putusan dibacakan, schingga
realisasi 98,32 %,




b. Persentase porkara vang

diselesaikan melahu
miedizs.

Jumlah perkara vang dimediasi pada tahun 2024
sehanyak 108 perkara dun hanya ada 4 perkara

vary berhasi] didamaikan, sedangkan 64 perkarg
masih dalam proses mediasi, schingea realisasi 0

i
il

Tidak capa target

Meningkainya Akses
| Peradilan bagi
Masvarakat Miskin
dan Terpingpirkan

4. Persentase Perkara Prodeo

vanyg diselesaikan,

LA

Par 122 perkara prodeo yang _.M._n.n;n._..
sebanyvak 122 perkara yang berhasil diselesaikan,
schimpga realisasi 1K) %o,

Cupai target

b. Persemase perkara u..mum.

diselesatkan di luar
Gedung Pengadilan.

100%

Sidang di luar Gedung dilaksanakan sebanyak &
kegiatan, menyidangkan 81 perkara dan
semuanya berhasil diselesaikan pada saat itu
juga, schingga realisasi 100 %,

| Capal target

Persentase Pencan

K eadilan Golongan
Tertentu vang Mendapat
Lavanan Bantvan Hukum
[Poshakum),

G

Jumlah pencan kesdilan golongan tertentu

| sebanvak 1114 erang dan semuanva terlavani

poshakum schingga realisasi 100 %.

: Capai target

Meningkatnyva
Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara
Perdata Agama vang
Ditindaklanmjun {dieksekusi).

[00%%

Dari 2 perkara cksckusi vang ditangani selama
tahun 2024, dan 2 perkara tersebut masih dalam
proses, schingea realisasi O %,

Tidak capai targel
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

TINGHAT SATUAN KER.JA
UNTUK PERIDDE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMEMTERIAN NEGARA/LEMBAGE oo MAHKAMAH AGUNG Kode Lap - LRAB S 2
EEELOM | o BADAM URLUSAN ADMINISTRAS Tangial DEDRE 1008 AN
WILAY AHPROVINSI L4900 SULAWES! SELATAN Halgman - 1
SATUAN KERJA 1 ATE0G PEHGADILAN AGANA WATAMPONE Fry 10} ksp_bra_bed_ghun_satier por
JEMIS SATUAN KERJA KO TolDae 6025 901 AM
REALISAS] BELANIA L3
FHGEARAN AMCGARAR .
EODE LIRLALAM REALISAS! | S15A AMGGARAN
.ﬁ -
S SETELAR ARV BELANIA P arn ¢ | BECAuANETTO |ANGGARAN
i F 3 4 5 & T=5.E Hrbid D=d-7
51 BELAMNA FEGAVA]
5111 Bslanija Gaj dan Tunjarsgan PNS
5111914 Belarja Gap Posok PNS 4 334 BAS.O00 2,574 W (0 7 &74 S4B 730 fi 2474 S4B TR0 &5 12 98 760 280
51819 Balarga Pembulatan Gap PMS 45, ({0 S e 30504 2,034 ZH.4TD B4 T3 T B
5111719 Bedama Tury Suamidism PR5 242 VI 000 #3E 758 00 136 587 554 ¥ 136 5B T 554 B B 166 S48
L19132 Befanja Tuny. Anak PHE A A5 0 35,304, D00 35085 153 b 35.085.153 45.3% 220847
$11123 Belanjs Tunj Strakedral PMS 3 910,000 42, 320,000 R840 000 S0 000 37 B00.000 o081 4 420 000
511124 Belgnja Tun). Fungsanal PRS & 464 980 000 3105, 0d0 D00 3076 550 000 i 3026560 000 ar.af TE AR D00
511125 Belarya Tun. FPh PRES 591 534,000 521,811,000 16,514 458 a E10.E14 455 ) oo fa 2796 544
511136 Belang Tunj. Baras PMS 196, BE 00 100,435,000 50287 470 i] 0 59T 430 o90.2 B.841 58
5111340 Betanj Lang Makan PNS 35T 720,000 AT F20.000 342 3TT000 i) 347 277.000 oE JiT 15, 45 O]
£111E9 Belanja Tumangar Umym ENS 22 50,000 23 855,000 23,055 000 o 23955000 10 o
811187 Belanja Tunjangan Kemahalan Haken i B00, 000 HTH. 2060, 000 g 000, B0 ] 16 0000 00 09 V6200000
JUMLAK SUE KELOMPOR BELANIA 5111 11.511.225.000 TOTE 000, 0 & B4 5ES BOG Seliz (i 6,B51 013,772 G, i Z2E BRE. 7R
JUMLAM KELOKPOK BELAMIA §1 11.911,226.000 7,078, 000,000 £.851 555 606 T AR BT Z2T 066 778
&2 BELAM.A BARANG
Sah Gielanja Barang Operasona!
211 Belanja Keperiuan Pedansaran THE.211,000 ED3 102,000 BO3 008, 500 ] B03 058, 500 i 3,500
E21114 Balarys Pénginman Swral Dinas Pos Pussl 5 GEd, 000 4.3, 000 B35, D0 1] 543,000 100 i)
521115 Belarga Honor Ooerasional Sahan Kerja 57576 000 ET.5TE.000 57 AT DO il ST &TE D 100 LK)
E21119 Bedanja Barang Operasipnal Laimngs 3,315.00 4 T0.000 A 158 000 ] 4,1 5% 000 o064 5, 000
JUMLAH SUB KELOMPOR BELARIA 5211 BEZ RO 000 BES 491,007 HEL 472 B i BEL 375 &0 100 18,500
gz Belanjs Barang Mon Operasional
E1219 Balarie Barang Mon Operasional Lameys 15.850,00H 15 850,000 186 850, 000 0 15,840,000 100 ]
JURLAM ELE KELOMPOR BELAM.IA 5212 15,850,000 15,850,000 15,950,030 o 18,8940 [0 1Kl o
E21E Belanga Batang Pesedinan
218N Eelanig Bavang Persesdiaan Barang Kansumu 34, BS0 000 39,683,000 F5.853,000 1] 36, &593.000 ] o
JURLAH SUB KELOMPOK BELANIA 5218 34 B50 600 A5, R8E D00 o EEA 00 i 0 RS0 000 1040 7]
5221 Belania Jass
522112 Balanja Langganan Telspon Z.400, 000 7B 000 TES, 480 o TEA, 405 55 B 2511
532913 Befania Langganen M 17,040,000 942 000 B A3T 000 K] BAT.000 5 95 5,000
522141 Bmiania Sewa 143,130,000 75,720,000 75,720,000 o 75,720,000 100 ]
SUMLAH SUB KELOMPDEK BELAN S 5271 162,570,000 BB, 448,000 Bb, 440 450 7] BE 4D AR | Smon 7511
5231 Eianja Pemelinaraan




LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELAMJA
TINGHAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMEER 2024

ESELONI o BADAN URUSAN ADMIMISTRAS Tanggal  DEU125 10:01 Ak
WILAY AH/PROVINSI . 1900 SULAWES| SELATAN Fikdrran . - 2
SATUAN KERJA - An7sa0g FENGAMLAN AGAMA WAT AMPONE Pig ID fap_ira_bel_akun saihe poc
JEMIS SATUAN KERJA KD To Data B1525 BT AW
LY i 5
KIODE LIRALAK ANGGARAN ANGOARAN psEa REALISAS! | S1SA ANGRARAN
SEMULA, SETELAH REWEI BELANIA PENGEMBALIAN | pp n0 s e TTO | ANGGARAN
BELAKIA
T g 3 ] [ [3] T=hth Bx 5 0=4.7
L EIRE F1j8 PEMEIRaTART (guneg Can Bangunan TS ITEONT ki=alls: gy 300 61, TEE - 0 ¥B06E1 TOE| 100 FT
s2aie Belanja Pemeliharaan Gedung den Bangunan Lannya TE, 00 000 TH. 300000 TE 200,000 0 TE 30<0.044 p[s 1) [u}
sEana Belanja Pemaliharaan Parslatsn dan Mesin 134 876,000 106,234,000 10E.2 58, OO0 1] 106234, 004 1EHH ]
JUMUAH SUE KELOMPOR BELANIA £731 4BE 453 OO0 EFE 216,000 ET0 216, ThE 5] E7H 215, 750 (7] Tarn
5241 Betanja Penatanan Dalamn Megen
224111 Betanja Penatanan Dinas Basa E1_ 340008 BE 8 00 B B P8 B B5.B1E 160 g5 45 g Bl
JUMLAH S5UEB KELDMPOE BELAM A 5341 £1,340.000 B B2, D0 BE, D16 160 [ BG B 1ED L 05 8 paf
JUMLAH KELOMPOR BEL&NIS 52 16796, 004,000 1672 224 000 1,672 AT G0 [4] 1672 BET Bl 100 b
JLIMLAH BELAMIA 13537 230000 B, 750,624 {4 BA34 443 710 L2 034 AP 801 67 0741 2ET 02 284




LAPORAN REALISAS| ANGGARAM BELANJA

TINGEAT BATUAN KERJA

UKTUK PERIODE YANG BEERAKHIR 31 DESEMBER 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG Kode Lie LRABEZ

ESELON | od DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAME Tanggat - DEDIVE 1000 AM

WILAY AHPROVINGI - 1800 SULAWES] SELATAN Halaman 1

SATUAN KERJA : MOGATH PENGADMLAN &GAMA WATAMFPONE Prg Ity lap_ire_bel ahun samer poc

JENIS SATUAN KERJA ¢ KD Tor Dada B B0 AM

KOOE LIRAIAN ANGGARAN AGIGATAN e ey AEALEAS { 5ika el
SEMULA SETELAH REWISI BELAKIA FENGEMBEAL AR BELANIA NETTO |ANGoARAN
BELAMNIA
1 i 3 & [ s = =T

53 HE LAN JA. BRFANT m Lt - ==

5214 Betanja Barang Mon Operasioaal

L2211 Belanja Baran 06 000 G () o5 [0 f B 00 10 o
JFUMLAH SLUFE RELOMPOR BELAMIA 8217 £ 00 5000 B D 4] 6 DO K 1]

248 Belarga Barang Persediaan

S21E11 Balarga Barang Persadinan Barang Eassums 3 BO0 DO 12 300, 000 12,200,000 o 12,700,000 100 o
JUMLAH SUB KELOMPOK BELANIA 5T18 1,800,000 T2 20, 000 12,200,000 o R ) 7

"7t Belanja tasa

a2F131 Befanja Jasa Konsullan TO, D000 70 0, D0 E51 550 153 i £4 B55, 153 100 B4T

S221e1 Belanin Jaza Lainnya B52 00 352 000 397 000 0 163 60 100 a
JUMLAM SUE KELOMPOR BELAMJA 5221 TOLESE D040 L0200 70391 153 [ 70351, 153 100 BAT

LR Belarga Penalanan Dalam Megaeri

574113 Belaria Pesjalanan Dinas Dalam Kot L el T T E2 116,000 82 116000 i &3 116 000 LK 0
JUMLAH SUBR KELONMPOH BELAMIA 5241 106, 704 00 521 76,000 52 11E,004) ] A2, 116000 1K 0
JURALAH KELOMPOH BELANIA 52 61,647 000 134 Ada B30 134 3159 il T B3 15D 1020 By
JUMLAM BEL AR LS 181,682 046 134 B0 OO0y 1534 BO3.153 i 134 B3 153 100 BT




KEMENTERIAN/LEMEAGA
ESELOMN |

SATUAMN KERJA

LAPORAN REALISAS| ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

 MAHHAMAH AGUNG BOE
: BADAN URUSAN ADMIMISTRAS] 01

: PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 307508

(DALAM

RUFIAH)

Tgl Daw
To Cota
S pdaman

DE0125 1253 an
D ES TEOE Al
1

mp_Ira_lace ssther rss poc

URAIAN

2024

023

ANGGARAN

REALISAS! Df ATAS _
(BAWAH) »

ANGGARAM

REALISASI

REALISAS| DI ATAS
(BAWAH)

]

1

L

E

b

Th

B Pendapatan Megars Dan Hibsh
I, Fendapatan Perpajakan
1. Pagak Dalam Meagee
2. Pojas Perdagangan Iniermasaona
Il Pendapatan Panarimasn Nepars Bukan Pajak
1. Pendagatan Sumber Daya Atam
2. Pendapatan dan Keayaan MNegars Dhipaabikan
3. Pencapatn BLU
£ Pendapalan Penenmasn Negare Buksn Pajak Lammya
NIl Pendagatan Hibak
Lhemilah Pendapatan Megars dan Hilsalh A0+ A0+ A, fin)
B. Belanja Megara
| Balargas Pemenntah Pusal
1. Belanja Pegawal
#. Belanja Barang
3. Belanga Modal
Belanja Pembayaran Bunga Ulang

5. Bedanjz Subisid
£ Belanja Hibah
7. Balanj Bartuan Sasial
B Bolares Lain-lan
B, Trangler ke Daerah dan Dana Desa
1. Transfer ke Dasrak
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LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIANLEMBAGA - MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON | - BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01 TgiData D625 12.53 AM

SATUAN KERJA {PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 307509 Tol Cema  DETES 1000 AW
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KEMENTERIAN/LEMEAGA
ESELOM |

SATUAN KERJA

LAPORAN REALISAS!I ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

TMAHKAMAH AGUNG DO%
: MIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA 04

| PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 309076

(DALAM

RUPIAH)

Tgl Daa
Tl Cartak
Hadaman

OE01ES 1253 Al
DETTES 1007 AM

b Ira Pene BaTher mEw Doc

URAIAN

2024

2023

ANGGARAN

REALISASI

REALISAS] DI ATAS _
[BAWAH) %

REALISASI

1

REALISAS] DI ATAS ﬁ 5y
[BAVAH]
8 Ll

K. Pendapatan Megara Dan Hibak
| Pendapatan Ferpajakan
1. Pajak Dadam Negas
Z. Paab Perdagangan Imirmasaonal
i Pondapatan Penerimazn Negiss Bukan Pajak
1. Perdapatan Swember Daya Alam
. Perdapatan dan Keayaan Noegans Dipmatkan
3. Pendapatan BLL
4 Pendapatan Penenmaan Megara Bukan Paak Lainriya
Nl Pendapatan Hibak
Llumish Pendapatan Megara dan Hikak (&1 + & || & A il
B. Belanja Hegara
| Belana Pemerntan Pasal
1. Betlanja Fegawm
2. Betsnjn Barang
. Bedamn Modal
4 Belargs Pembayaran Bunga Utang
3. Belans Subsidi
E Balsnja Hah
7. Befanja Banluan Sosial
B. Belanjs Lain-lain
Il Transter ke Daerah dan Dana Desa
1. Transfer e Dasrah
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